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IV TEMUAN DAN PEl\IBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Kabupaten Nunukan 

Kabupaten Nunukan adalah daerah paling utara dari Propinsi 

Kalimantan Timur. Wilayah berada di daerah perbatasan Indonesia -

Malaysia sehingga menjadi daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antara 

kedua negara. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.263,68 km2 dan 

berdiri pada tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten 

Bulungan. Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 15 

kecamatan dan terdiri dari 240 desa. Penduduk Kabupaten Nunukan pada 

tahun 2011 berjumlah 154.269 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 

10,83 jiwa!km2. Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan 

dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan 

sehingga menarik minat pendatang baru untuk tinggal di kabupaten ini. 

Faktor lain yang· mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin 

lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Kepadatan 

penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk 

secara keseluruhan. 
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Tabel 4.1. Luas Per Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk dan 
kepadatan Penduduk di Kabupaten Nunukan 

No Luas Jumlah 
Jumlah Kepadatan 

Kecamatan (km2) Des a 
Penduduk Penduduk 

(.iiwa) (iiwa/km2
) 

1. Krayan 1 834,74 65 7 295 3,98 

2. Krayan Selatan 1 757,66 24 2 248 1,28 

" Lumbis 290,23 28 4 966 17' 11 -'· 
4. Lumbis Ogong 3 357,01 49 5 278 1,57 

5. Sembakung 2 042,66 20 8 519 4,17 

6. Nunukan 564,50 5 52 164 92,41 

7. Seimenggaris 850,48 4 7 673 9,02 

8. Nunukan 181,77 4 14 594 80,29 
Selatan · 

9. Sebuku 1 608,48 10 10 044 6,24 

10. Tulin Onsoi 1 513,36 12 6 606 4,37 

11. Sebatik 4 51,07 4 4 266 83,53 

12. Sebatik Timur 39,17 4 11 499 293,57 

13. Sebatik Tengah 47,71 4 6 736 141,19 

14. Sebatik Utara 15,39 3 5 186 336,97 

15. Sebatik Barat 93,27 4 7 195 77,14 

Jumlah 14.263,68 240 154 269 

Sumber: Nunukan dalam Angka, 2012. 

Berdasarkan pola persebaran penduduk Kabupaten Nunukan menurut 

luas wilayah terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan 

kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan. Dari lima belas 

kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan Sebatik Utara memiliki 

kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 336,97 jiwa/km2 diikuti oleh Kecamatan 

Sebatik Timur dengan kepadatan 293,57 jiwalkm2
, sedangkan untuk 

kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang ada hanya berkisar antara 1 ,28 

- 141 ,19 jiwa/km2
. 
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Tabel 4.2. Luas Lahan Sawah, Produksi Dan Produktivitas Padi Di 
Kabupaten Nunukan 

Luas Laban Sawah 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

a. Irigasi (ha) 3.737 3.862 2.490 2.737 1.947 1.383 

b. Tadah Hujan 5.681 6.206 6.246 6.681 6.051 5.576 

Produksi Padi (ton) 43.89 48.07 39.75 43.56 38.50 39.86 

Produktivitas (ha) 4,06 4,27 4,16 4,08 4,52 4,52 

Sumber Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan 
Kabupaten Nunukan, 2012. 

Pertanian merupakan sektor primer yang mendominasi aktivitas 

perekonomian di Kabupaten Nunukan. Pembangunan di bidang pertanian 

perlu ditingkatkan untuk memberikan hasil yang lebih baik dari segi kuantitas 

dan kualitas. Perta11ian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura 

dan petemakan selalu diupayakan untuk menunjang pertumbuhan dan 

stabilitas ekonomi. Pada tahun 2011 luas panen padi (padi sawah dan padi 

ladang) di Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan, dimana tanaman padi 

naik sebesar 3,52%. Otomatis produksi tanaman padi juga mengalami 

kenaikan, yaitu menjadi 39.836 ton dan terjadi kenaikan produktivitas padi 

sebesar 0,3%. Kecamatan Lumbis adalah daerah yang mempunyai luas panen 

dan jumlah produksi padi ladang yang lebih besar dibandingkan kecamatan 

yang lain, yaitu 55,92% dari totalluas panen serta 55,36% dari total produksi. 
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2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Nunukan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan) adalah salah 

satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 25 SKPD yang ada di 

jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan. Menurut Peraturan Daerah (Perda) 

Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan, 

tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan _dan Petemakan adalah 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan, sedangkan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Petemakan adalah melakukan : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan 

petemakan sesuai dengan rencaua strategis yang di tetapkan Pemerintah 

Daerah; 

b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis-teknis di 

bidang pertanian tanaman pangan dan petemakan; 

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

bidang pengolahan lahan, air, sarana, prasarana dan pasca panen; 

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; 
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e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

bidang produksi dan sumber daya ternak; 

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

bidang informasi teknologi dan bina usaha; 

g. Pembina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; 

h. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; 

1. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Peternakan melaksanakan berbagai program dan 

kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan tanaman pangan, 

hortikultura dan peternakan. Salah satu program dan kegiatan yang sangat 

penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah 

penyaluran bantuan kepada petani. Kegiatan penyaluran bantuan kepada 

petani adalah fungsi yang sangat penting bagi keberadaan Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Peternakan dan menjadi indikator bagi Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Peternakan dalam membangun Kabupaten Nunukan. 

3. Kebijakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Nunukan 

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan ke mana Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan akan diarahkan dan 
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apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Kabupaten 

Nunukan 2011-2016, yaitu "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan 

yang Maju, Aman, Damai, Adil, Bermoral, Demokratis, Mandiri, Sejahtera 

dan Berdaya Saing sebagai Beranda Terdepan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia", dan untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Nunukan, telah ditetapkan Visi 

sebagai berikut : 

"Terwujudnya Pertanian yang Tangguh, Mandiri dan 

Berdaya Saing" 

Dalam visi Pembangunan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2012-

2016 terse but, terdapat beberapa kata kunci yang diberikan penjdasan 

sebagai berikut : 

a. Pertanian yang Tangguh, artinya pertanian yang secara dinamis 

dan ulet mampu secara optimal memanfaatkan sumber daya alam, 

tenaga, modal dan teknologi yang sekaligus mampu meningkatkan 

kesejahteraan petani. · 

b. Mandiri, artinya terjadinya kondisi kemandirian pangan di 

Kabupaten Nunukan pada bidang pertanian tanaman pangan dan 

petemakan berupa mandiri beras dan ubi kayu, di bidang hortikultura 

berupa mandiri dan mendukung penyediaan buah-buahan pisang, 
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durian, dan jeruk di Kalimantan Timur dan di bidang petemakan 

mandiri dalam penyediaan daging dan telur. 

c. Berdaya Saing, artinya produksi pertanian dan peternakan yang 

dihasilkan dengan tingkat efesiensi dan efektivitas dan mutu yang 

baik mampu bersaing dengan produk-produk pertanian dan 

petemakan dari luar sehingga dapat diterima oleh pasar. 

Untuk dapat mewujudkan visi dengan mendorong efektivitas dan 

efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Nunukan, yang di 

dalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. 

Misi merupakan pemyataan yang digunakan untuk menetapkan tujuan 

dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Nunukan, 

yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang mgm 

dicapai. Dinas Pertanian Tam;.man Pangan dan Petemakan Kabupaten 

Nunukan dalam mewujudkan visi tersebut, menetapkan misi sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan petemakan 

2. Meningkatkan infrastruktur pertanian dan petemakan 

3. Meningkatkan sitem informasi pertanian dan petemakan 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya pertanian dan 

petemakan 
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Tujuan merupakan penjabaran yang perlu dilakukan untuk mencapai 

ll11Sl, sedangkan sasaran adalah adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari 

suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan 

rasional, untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Dengan kata lain tujuan dapat diartikan sebagai suatu karakteristik yang ideal 

dan mengandung nilai-nilai hukum dan hasrat yang kuat untuk menjadi lebih. 

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi dalam 

proses perencanaan sebagai pemerintahan kabupaten. 

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan merumuskan Tujuan 

dan Sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan sebagaimana 

diuraikan pada berikut ini. 

Tabel4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. 

Tujuan Sasaran 

Meningkatnya produksi dan 1) Meningkatnya produksi dan 

produktivitas tanaman pangan, produktivitas tanaman pangan dan 

hortikultura dan peternakan yang hortikultura 

berdaya saing dan berkelar1jutan 
2) Meningkatnya pengendalian dan 

penanggulangan ham a dan 

penyakit tanaman 

3) Meningkatnya produksi dan 
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produktivitas peternakan 

4) Meningkatnya pengendalian dan 

penanggulangan penyakit hewan 

dan kesehatan masyarakat 

veteriner 

5) Meningkatnya mutu produksi, 

pengolahan hasil dan pemasaran 

pertanian dan peternakan 

6) Meningkatnya inovasi teknologi 

pertanian dan peternakan tepat 

gun a 

2. Meningkatnya luas kawasan areal 1) Meningkatnya luas areal sawah 

tanaman pangan dan hortikultura hortikultura dan optimasi lahan 

3. Meningkatnya sarana dan prasarana 1) Meningkatnya ketersediaan alat 

pertanian dan peternakan dan mesm pertanian dan 

peternakan 

2) Meningkatnya jaringan irigasi dan 

jalan usaha tani 

3) Meningkatnya lahai1 pertanian 

yang bersertifikat 

4. Tersedianya data dan informasi 1) Meningkatnya ketersediaan data 

pertanian yang lengkap, akurat dan dan pelayanan data dan informasi 

tepat waktu pertanian 
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Meningkatknya kinerja aparatur 1) Meningkatnya kemampuan dan 

pertanian kualitas aparatur 

2) Meningkatnya saran a dan 

prasarana kantor 

Terwujudnya petani/peternak yang 1) Meningkatnya pengetahuan, 

berdaya samg dalam pengelolaan keterampilan dan wawasan 

usaha tani petani/peternak 

2) Meningkatnya dinamisasi 

kelembagaan kelompok tani 

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 
Kabupaten Nunukan, 2011 

Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam 

bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan 

tertentu. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan 

(1) Menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan, (2) 

Mengatur suatu mekanisme tindakan ··-lanjutan untuk pelaksanaan 

pencapman tujuan dan sasaran, (3) Menciptakan kebijakan dimana 

setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui apakah memperoleh 

dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan. Kebijakan 

minimal yang hams dikembangkan adalah meliputi kebijakan (a) 

Kebijakan Publik, (b) Kebijakan Teknis, (c) Kebijakan Alokasi Sumber Daya 
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Organisasi (Sarana dan Prasarana), (d) Kebijakan Personalia, (e) 

Kebijakan Keuangan, dan (f) Kebijakan Pelayanan Masyarakat 

Strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penyediaan paket teknologi pertanian dan peternakan 

2. Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya lahan 

pertanian 

3. Penyediaan alat dan mesin pertanian dan petemakan 

4. Pembangunan jaringan irigasi, em bung dan jalan usaha tani 

5. Melaksanakan sertifikasi lahan usaha tani 

6. Pengembangan data dan informasi pertanian dan petemakan 

7. Penyelenggaraan pendidik.an dan pelatihan, bimbingan teknis, 

magang bagi aparatur 

8. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kantor 

9. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, 

magang bagi petani/petemak 

10. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan magang bagi kelompok 

tani. 

Strategi yang ditetapkan selanjutnya dirumuskan dalam Kebijakan. 

Dengan kebijakan yang ditentukan diharapkan strategi yang dijalankan bisa 
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efektif untuk mendukung tenvujudnya visi dan misi. Adapun kebijakan yang 

akan ditempuh adalah : 

1. Melaksanakan intensifikasi usaha tani 

2. Meningkatkan perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak 

4. Meningkatkan perlindungan hewan terhadap penyakit menular strategis 

dan zoonosis 

5. Meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dan produksi hasil ternak 

6. Meningkatkan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran 

hasil pertanian dan peternakan 

7. Menyelenggaran bimbingan tekni~ dan magang bagi kelompok tani 

tentang inovasi teknologi tepat guna dan penyediaan sarana teknologi 

tepat guna 

8. Sertifikasi lahan usaha pertanian 

9. Melakukan cetak sa wah, optimasi lahan dan pembukaan lahan 

hortikultura 

10. Pengadaan alat dan mesin pertanian 

11. Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan 

Irigasi Desa (JIDES), Embung dan Jalan Usaha Tani (JUT) 

12. Melakukan pengumpulan, penyajian dan penyebaran data dan informasi 
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13. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti Diklat, 

magang atau bimbingan teknis 

14. Penambahanjumlah sarana dan prasarana aparatur 

15. Melakukan pemeliharaan barang inventaris dan asset secara berkala 

16. Menyelenggarakan Diklat, bimbingan teknis, dan magang bagi 

petani/petemak 

17. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan magang bagi kelompok tani 

B. Pelaksanaan dan Hal-hal yang Mernpengaruhi Kebijakan Bantuan 

Sosial Pertanian 

1. lsi atau Content Kebijakan 

Pertanian merupakan sektor penting da1am pembangunan 

perekonomian, mengingat fungsi dan perannya da1am penyediaan pangan 

bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata 

pencaharian penduduk di perdesaan. Sektor ini mempunyai sumbangan yang 

signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan 

devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan 

pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga 

perekonomian nasional. 

Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses petani terhadap 

permodalan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya 
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infrastruktur pertanian, maka sebagian anggaran Kementerian Pertanian 

dialokasikan dalam bentuk belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial, 

perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan bencana di 

bidang pertanian. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 kebijakan bantuan 

sosial pertanian mempunyai tujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian 

Tabel 4.4. Tujuan Bantuan Sosial Pertanian Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pertanian Tahun 2008-2012. 

2008 2009 2010 2011 2012 

12/Permentan 4/Permenta 14/Permentan 66/Permentan 02/ 
/OT.140/2/20 n!OT.140/1 /OT.140!1/20 /OT.140/12/2 Perm en tan/ 
08 12009 10 010 OT.140/1/20 

12 

Meningkat- Meningkat Meningkat- Meningkatkan -
kan kapasitas kan kan kapasitas kapasitas dan 
dan kapasitas dan kemandirian 
kemandirian dan kemandirian pelaku us aha 
pelaku usaha kemandiri- pelaku us aha pertanian 
pertanian an pelaku pertanian 

us aha 
pertanian 

Memberdaya Memberda Memberdaya Memberdayak Pemberdaya 
kan yak an kan an masyarakat an sosial 
masyarakat masyarakat masyarakat pertanian 
pertanian pertanian pertanian 

- - - - Perlindung-
an sosial 

- - - - Penanggulan 
gan 
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kemiskinan 

- - - - Penanggu-
lang an 
bencana 

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah. 

pelaku usaha serta memberdayakan masyarakat pertanian. Namun sejak tahun 

2012 tujuan bantuan sosial pertanian berubah menjadi empat poin hal ini terjadi 

adanya penyesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

81/PMK.OS/2012 dimana tujuan bantuan sosiallebih difokuskan pada penanganan 

resiko sosial. 

Tujuan kebijakan bantuan sosial pertanian diuraikan dan jelaskan lebih 

lanjut untuk melihat turunan dalam bentuk program dan kegiatan. Ada dua 

puluh tiga kegiatan yang dikelompokan dalam lima program. Kegiatan dan 

program tersebut disusun dengan fokus penanganan pada resiko sosial sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun masing-masing program dan 

kegiatan tersebut adalah : 

a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman 

Pangan Kegiatanny~ meliputi: 

1) Pengelolaan produksi Tanaman Serealia 
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Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui 

pelaksanaan Sekolah Lapangan dan Dem Area yaitu bantuan kawasan 

budidaya padi dan bantuan kawasan jagung; 

2) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui 

pelaksanaan Sekolah Lapangan dan Dem Area yaitu bantuan kawasan 

budidaya kedelai; pengembangan kedelai model; bantuan 

pengembangan ubikayu; bantuan pengembangan ubijalar; bantuan 

pengembangan pangan alternatif dan bantuan perluasan budidaya 

kedelai; 

3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 

Kegiatan ini untuk meningkatnya penggunaan benih unggul 

sehingga dapat mendorong peningkatan produksi melalui bantuan untuk 

pemberdayaan penangkar; 

4) Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan 

Kegiatan ini untuk mengamankan kehilangan hasil produksi pada 

saat pascapanen (susut) melalui bantuan sarana pascapanen padi; 

bantuan sarana pascapanen jagung; bantuan sarana pascapanen kedelai; 

bantuan sarana pascapanen ubi kayu dan bantuan sarana pascapanen 

ubijalar; 

5) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 
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Kegiatan ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan tanaman pangan melalui bantuan untuk Lembaga 

Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), dukungan kawasan 

perbatasan/ daerah tertinggal serta bantuan bencana alam. 

b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk 

Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Kegiatannya meliputi: 

1. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 

Kegiatan 1111 untuk memfasilitasi bantuan pengembangan 

hortikultura kepada LM3 seperti belanja bantuan sosial pengembangan 

hortikultura melalui LM3. 

2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah 
Berkelanjutan 

Kegiatan ini untuk pengembangan kawasan tanaman buah seperti 

fasilitasi pengcmbangan salak dalam mendukung pasca erupsi bencana 

merap1. 

c. Program Swasembada Daging Sapil Kerbau dan Peningkatan 

Penyediaan Protein Hewani yang ASUH Kegiatannya meliputi 

1. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal 

(prioritas nasional dan bidang). 
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Kegiatan ini untuk pengembangan budidaya sapt potong berupa 

pengembangan budidaya sapi potong; dan 

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan 

mengoptimalkan sumber daya lokal (prioritas bidang) 

Kegiatan ini untuk penguatan sapi/kerbau betina bunting berupa 

penguatan sapi/kerbau betina bunting. 

d. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pertanian, kegiatannya meliputi: 

1. Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Mandiri 

Kegiatan ini untuk meningkatkan kepemilikan alat dan mesm 

penanian untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi 

pertanian dan pendapatan petani, berkembangnya pemanfaatan alsintan 

melalui UPJA akan meningkatkan produktifitias dan efisiensi sistem 

dan usaha tani serta pemberdayaan kelembagaan UPJA berupa belanja 

bantuan sosial pengembangan UPJA mandiri; 

2. Pengembangan Sumber Air 

Kegiat;'ln ini untuk meningkatkan ketersediaan air di daerah non 

irigasi sebagai sumber utama pengairan untuk menambah areal tanam, 

bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pengembangan 

Sumber Air; 
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3. Pengembangan Embung 

Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air pada saat terjadi 

kekurangan air (sebagai suplesi) pada daerah irigasi/ non irigasi 

sehingga dapat menambah IP, bantuan yang diberikan berupa Belanja 

bantuan sosial Pengembangan Embung; 

4. Pemberdayaan Kelembagaan 

Kegiatan ini untuk meningkatkan penerapan pola partisipasi petani 

dalam pengembangan irigasi di tingkat usaha tani, mengembangkan dan 

meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggungjawab 

dari petani dan kelompoknya dalam pengelolaan irigasi yang lebih 

efisiensi, efektif dan berkelanjutan, bantuan yang diberikan berupa 

Belanja bantuan sosial Pemberdayaan Kelembagaan; 

5. Perluasan Areal Sawah 

Kegiatan ini untuk bertambahnya luas baku lahan sawah, bantwm 

yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Perluasan Areal Sawah; 

6. Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik(UPPO) 

Kegiatan m1 untuk pemberian langsung ke kelompok 

tani/Gapoktan penerima bantuan dipergunakan untuk; 

a. Pembangunan Rumah Kompos; 

b. Pembangunan Bak Fermentasi; 

c. Pengadaan alat pengolah pupuk organik; 

d. Pengadaan kendaraan roda 3 (tiga); 
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e. Pembangunan kandang ternak; dan 

f. Pengadaan 10 (sepuluh) ekor sapi/kerbau. 

7. Pengembangan Rumah Pengolahan Pupuk Organik (RPPO) 

a. Pembangunan rumah kompos; 

b. Pembangunan bak fermentasi; 

c. Pengadaan alat pengolah pupuk organik; dan 

d. Pengadaan kendaraan roda 3 (tiga). 

8. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 

Kegiatan ini untuk pemberian bantuan langsung ke gabungan 

kelompok tani (gapoktan) dan dibelanjakan sesuai dengan Rencana 

Usaha Bersama (RUB) yang ditetapkan oleh gapoktan penerima, 

bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial PUAP; 

9. Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi 

Wilayah Baru 

Kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja jaringan fungsi layanan 

irigasi dan untuk dapat mendukung ketersediaan air pada per tanaman 

padi, meningkatkan areal tanam melalui penambahan IP dan 

penambahan baku lahan, meningkatkan produktivitas, membangun rasa 

memiliki terhadap jaringan irigasi, bantuan yang diberikan berupa 

Belanja bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi dan 

Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru; 
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10. Pengembangan SRI (System Rice Intensification) 

Kegiatan ini untuk terlaksananya budidaya SRI melalui Belanja 

bantuan sosial Pengembangan SRI; 

11. Pengembangan Optimasi Lahan 

Kegiatan ini untuk meningkatkan pemanfaatan lahan terlantar dan 

IP rendah pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 

petemakan melalui Belanja bantuan sosial Pengembangan Optimasi 

Lahan; 

12. Pengembangan Jalan Pertanian 

Kegiatan ini untuk pembangunan baru/peningkatan kapasitas, 

rehabilitasi jalan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan dan peternakan, bantuan yang diberikan berupa Belanja 

bantuan sosial Pengembangan Jalan Pertanian; 

13. Perluasan Areal Bortikultura 

Kegiatan ini untuk perluasan Kebun buah unggulan nasional dan 

daerah melalui Belanja bantuan sosial Perluasan Areal Hortikultura; 

14. Perluasan Areal Petemakan 

Kegiatan ini untuk perluasan Kebun Hijauan makanan temak dan 

padang penggembalaan melalui Belanja bantuan sosial Perluasan Areal 

Petemakan. 
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e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Kementerian Pertanian 

Kegiatan ini untuk Fasilitasi Kebijakan Pimpinan di Daerah, 

Keterkaitan antara Program, Kegiatan dan Output kegiatan dengan 

tujuan penggunaaan, dan bentuk Belanja Bantuan. 

Pengukuran dilakukan untuk menentukan indikator-indikator yang 

dapat terukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pencapaian tujuan. 

Pengukuran indikator dilakukan terhadap kegiatan subsektor tanaman pangan, 

subsektor hortikultura, subsektor peternakan, subsektor prasarana dan sarana 

serta subsektor pemasaran dan pengclahan hasil pertanian. 

a. Subsektor Tanaman Pangan 

Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pertanian dan 

ekonomi yang sangat penting dan strategis, karena subsektor tanaman 

pangan merupakan salah satu subsektor bagi pemenuhan pangan bagi 

rakyat Indonesia, merupakan salah satu sumber pendapatan dan 

kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia, dan sekaligus sebagai sumber 

pendapatan bagi bangsa Indonesia. Dibalik nilai (value) yang penting dan 

strategis tersebut, subsektor tanaman pangan juga merupakan salah satu 

pusat kemiskinan di Indonesia. 
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Kegiatan SL PTT dan Pengembangan Perbenihan merupakan salah 

satu kegiatan yang tetap dilaksanakan (hampir) setiap tahun. Berdasarkan 

penilaian Kementerian Pertanian kegiatan tersebut yang terbukti sangat 

baik kinerja dan hasilnya. Subsektor tanaman pangan Kementerian 

Pertanian cukup konsekuen dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan 

Tabel4.5. Indikator Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di 
Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012 

Kegiatan 
2008 2009 2010 2011 

Utama 
Pengembangan 100 Ha 3 klp 1 paket -
Pupuk 

Pengembangan 25 Ha 3500 ha - 1 paket 
Perbenihan 
Mekanisasi 10 unit 

- 1 paket -
HT 

2012 

-

1 paket 

-

SLPTT 2500 ha 2500 ha 
100 KT 140 LL 90 LL 

padi padi 

Dukungan 1 paket 1 paket - 1 paket 1 paket 
Administrasi 

.. 
Sumber : Data Hasll Penehttan, dwlah 

kemandirian pelaku usaha pertanian, hal ini terlihat dari porsi keluaran 

yang ada pada periode 2008-2012 cukup besar untuk kegiatan SL PTT 

yang bertujuan (Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan 

Hortikultura, 20 12) meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

petani serta meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dengan 
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pertimbangan teknis yang matang dan mampu mengaplikasikan teknis 

budidaya secara baik dan benar 

b. Subsektor Hortikultura 

Komoditas hortikultura merupakan salah satu komodotas potensial 

sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Usaha agribisnis 

hortikultura, selama ini telah mampu memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi kawasan, terkait penyerapan tenaga kerja, 

perdagangan, sumber pendapatan masyarakat dan penghasil makanan 

bergizi. 

Pembangunan Subsektor Hortikultura diarahkan untuk membentuk 

kawasan-kawasan produksi hortikultura, menerapkan Cara Bertani yang 

Baik (CBB) dan menata mata rantai pasokan produk. Hal ini dilakukan 

dengan harapan dapat terurainya ma~alah pada tingkat petani dan kawasan 

sehingga dapat meningkatkan kinerja Subsektor Hortikultura. 

Selama empat tahun dalam periode 2008-2012 indikator sub sektor 

Hortikultura adalah pengembangan kawasan seluas 286 ha yang 

merupakan konsekuensi logis untuk meningkatkan kemandirian pelaku 

usaha dan memberdayakan masyarakat pertanian. 

Tabel 4.6. Indikator Kegiatan Subsektor Hortikultura di Kabupaten 
Nunukan Tahun 2008-2012 

I Kegiatan 1 2oo8 1 2oo9 1 2010 1 2011 1 2012 
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Utama 

Pengembangan 70 ha 16 ha 80 ha - 120 ha 
Kawasan 

SLGAP - - 1 paket - 16 paket 

Pemberdayaan - - - - 1 paket 
Kelembagaan 

Pengembangan - - 50 - -
Kebun Benih pohon 

induk 

Dukungan - - - - 1 paket 
Administrasi 

.. 
Sumber : Data Hasil Peneht1an, d10lah 

c. Subsektor Peternakan 

Pembangunan petemakan dihadapkan pada sejumlah tantangan 

baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan global. 

Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan dinamika permintaan 

produk petemakan, penyediaan bibit temak, kualitas bibit, terjadinya 

berbagai wabah penyakit temak yang sangat merugikan. Ketiadaaa 

Kegiatan Dukungan administrasi tentunya akan menyulitkan pelaksana 

kegiatan dapat optimal melaksanakan kegiatan Subsektor Petemakan 

untuk mencapai tujuan. 

Tabel 4. 7. Indikator Kegiatan Subsektor Petemakan di Kabupaten 
Nunukan Tahun 2008-2012 

Kegiatan 
2008 2009 2010 2011 2012 

Utama 
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Agribisnis 18 ekor 1 paket - - -
sap1 

Ketahanan 1000 - - - -
Pangan ekor itik 

Peningkatan 82 ekor 1 paket - - -
Produksi sap1 

Dukungan - 1 paket - - -
Administrasi 

Sumber : Data Basil Pene1itian, diolah 

Subsektor Peternakan cukup selaras dalam merumuskan keluaran, 

sehingga tujuan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian 

diharapkan dapat tercapai. 

d. Subsektor Prasarana dan Sarana Pertanian 

Subsektor Prasarana dan sarana Pertanian mempunym tanggung 

jawab untuk dapat menyediakan semua prasarana dan sarana yang 

dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan 

sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau. Masukan/Input 

Subsektor Prasarana dan Sarana Pertanian khususnya untuk kegiatan 

Dukungan Administrasi sangat terlihat minim dibandingkan dengan 

besarnya nilai kegiatan. 

Tabel 4.8. Indikator Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana 
Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012 

Kegiatan Utama I 2008 2009 I 2010 \ 2011 2012 
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Pengelolaan Air 3 keg 6 keg 4 keg 5 paket 10 paket 
Pengelolaan 2 keg 3 keg 1 keg - 500 
Lahan persil 
Perluasan Areal 70 ha 3 keg 1 keg 2 paket 2 paket 
Mekanisasi - - - 2 paket -
Pupuk dan - - - 1 paket 1 paket 
Pestisida 
Fasilitas - - - - 1 paket 
Pembiayaan 

Dukungan 1 paket - 1 paket 1 paket 1 paket 
Administrasi 

Sumber: Data Hasil Penehtian, dwlah 

Subsektor Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan output 

yang lebih besar pada kegiatan pengelolaan air, pengelolaan lahan dan 

perluasan areal yang merupakan fokus pada Subsektor Prasarana dan 

Sarana. 

e. Subsektor Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian 

Sarna seperti Subsektor Petemakan, anggaran kegiatan Subsektor 

PPHP di anggarkan pada tingkat Propinsi Kalimantan Timur dan 

Kementerian Pertanian, sehingga Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Petemakan Kabupaten Nunukan hanya memfasilitasi calon penerima 

bantuan dan tidak terlibat aktif dalam administrasi kegiatan. Walaupun 

dana yang diberikan Subsektor PPHP tidak terlalu besar tetapi inputnya 

cukup untuk memfasilitasi SDM, peralatan, material, monitoring dan lain-

lain dari kegiatan Subsektor ini untuk dapat mencapai tujuan. 
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Tabel4.9. Indikator Kegiatan Subsektor PPHP di Kabupaten Nunukan 
Tahun 2008-2012 

Kegiatan Utama 
200 

2009 2010 2011 2012 
8 

Pengembangan - 1 paket - - -
Agribisnis 

P eningkatan - 1 paket - - -
Ketahanan 
Pang an 

Dukungan - 1 paket - - -
Administrasi 

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 
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Barang dan jasa yang merupakan output dari kegiatan kegiatan 

Subsektor PPHP merupakan cerminan pelaksanaan kegiatan untuk dapat 

mendukung pencapaian tujuan. 

2. Pelaksana dan Kelompok Sasaran 

a. Pelaksana 

Pelaksanaan kebijakan tergantung pada pelaksana kebijakan 

(implementator). Implementator harus mempunyai kapabilitas, 

kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah 

kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy 

makers). Hal tersebut didukung oleh tingkat pendidikan formal 

pers::mil yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Peternakan Kabupaten Nunukan, 10 orang SMA, 1 orang D-3, 29 

orang S 1 dan 1 orang S2. Dari data yang disampaikan bahwa ada 
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70,73% personil yang ada berpendidikan sarjana sehingga cukup 

mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi 

untuk melaksanakan kebijakan bantuan sosial pertanian. 

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kementerian Pertanian 

(2012), untuk mendukung pemantapan pelaksanaan kegiatan 

tersebut perlu adanya koordinasi dan peningkatan jaringan kerja 

melalui hubungan hierarki, koordinasi dan teknis fungsional, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

Kementerian Pertanian 

Kepala Dinas Kabupaten 

~ + 
Bendaharan Pengeluaran Pejabat Penandatangan SPM 

I (PP:) I 
~ l 

(PPK) Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) I (PPK) I (PPK) 

I Satuan Pelaksana Kegiatan I 
Gambar 4.1. Organisasi Pelaksana Bantuan Sosial Pertanian 
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- Hubungan Hierarki 

Kementerian Pertanian mempunya1 hubungan hierarki 

dengan propinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana kegiatan 

pembangunan pertanian di daerah sesuai dengan azas tugas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk itu, pemanfaatan 

anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh satuan kerja 

yang menenma pelimpahan atau penugasan dikelola, 

dipertanggung jawabkan dan dilaporkan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. Hubungan hierarki tersebut terwujud dalam sistem 

perencanaan, pengendalian dan pelaporan. 

- Hubungan Koordinasi 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 

berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja dibutuhkan sinergi 

perencanaan program dengan pembiayaan. Sebagai wujud 

pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan melalui hubungan 

koordinasi antara Kementerian Pertanain dan UPT pusat dengan 

dinas provinsi dan kabupaten yang menangani tanaman p~ngan dan 

UPTD (BBI, BPSBTPH dan BPTPH). Koordinasi dilakukan 

terutama untuk mempertemukan tujuan dan sasaran pembangunan 

nasional dengan tujuan dan sasaran pembangunan masing-masing 

daerah, sehingga didapat kesepakatan tentang tujuan dan sasaran 
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pembangunan yang mgm dicapai bersama, khususnya 

pembangunan yang dibiayai dari APBN. Dengan koordinasi ini, 

diharapkan masing-masing daerah juga dapat berkontribusi melalui 

APBD yang dimiliki. 

Koordinasi juga diperlukan antara UPT Pusat dengan UPT 

Daerah, terutama untuk keseragaman peraturan perundang­

undangan yang digunakan dalam memberikan jasa pelayanan 

kepada masyarakat, dan juga dalam aspek penyelesaian masalah 

(arbitrase) bila terjadi suatu perselisihan, khususnya perselisihan 

antar daerah. 

- Hubungan Teknis Fungsional 

Hubungan teknis fungsional dalam pelaksanaan program, 

kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan yang 

berazaskan dekonsentrasi/tugas pembantuan bertujuan untuk dapat 

memenuhi standar teknis di bidang tanaman pangan. Dengan 

demikian produk/jasa yang dihasilkan dibidang t~naman pangan 

dapat diproduksi secara efektif, efisien, dan berdaya saing. Wujud 

dari hubungan teknis fungsional tersebut, dilaksanakan melalui 

pembinaan teknis kegiatan di lapangan seperti teknis penyiapan 

sarana produksi, teknis perbenihan/perbibitan, teknis perlindungan 
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tanaman, teknis usahatani, panen dan pasca panen, dan teknis 

pelatihan bagi aparat pertanian dan pelaku usahatani. 

b. Kelompok Sasaran 

Secara konseptual (Pedoman Umum Bantuan Sosial 

Kementerian Pertanian, 2012) kebijakan bantuan sosial pertanian 

di lingkup Kementerian Pertanian meliputi pemberdayaan 

kelompok/gabungan kelompok yang diartikan sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan kelompok/gabungan kelompok dalam 

mengelola dan mengembangkan usahal kegiatannya secara mandiri 

dan berkelanjutan. Kelompok/gabungan kelompok yang dimaksud, 

yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang 

pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan 

kelompok dan pelaku agribisnis lain. Kegiatan pemberdayaan 

dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan 

pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang 

hams disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemandirian 

kelompok. 

Proses pemberdayaan difasilitasi oleh aparat Kabupaten 

dengan menciptakan iklim kondusif sehingga masyarakat mampu 

mengenali permasalahan yang dihadapi, memecahkan masalahnya 

sendiri, serta mampu mengembangkan dan memperkuat dirinya 

16/42083.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



65 

sendiri untuk menjadi mandiri. Pemberdayaan merupakan proses 

pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna 

menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat/petani. 

Kemandirian dapat terwujud apabila kelompok/ gabungan 

kelompok bersama anggotanya mampu mengembangkan 

usaha/kegiatan secara musyawarah, transparan, dan akuntabel 

untuk dapat mandiri dalam mengelola kelembagaan, manajemen, 

dan usaha pertaniannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan 

kelompok diarahkan untuk memotivasi anggota 

kelompok/ gabungan kelompok dalam mengembangkan 

kdembagaan masyarakat, manajemen, dan usaha-usaha produktif 

di bidang pertanian. Proses pemberdayaan kelompok dilakukan 

dengan menumbuhkan kesadaran kelompok/ gabungan kelompok 

dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hasil seleksi tim 

teknis untuk menentukan penerima bantuan sosial di Kabupaten 

Nunukan tahun 2008-2012 adalah sebanyak 180 kelompok/ 

gabungan kelompok penerima. 

3. Lingkungan 

Pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya 

dan sosial ekonomi masyarakat sekitamya akan memberi manfaat 
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yang maksimal bagi masyarakat, dan dengan demikian masyarakat 

akan mampu memeliharanya. Pembangunan nasional yang dinilai 

berhasii pada hakikatnya adalah yang dilakukan oleh dan untuk 

seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran­

sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan masyarakat 

dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan 

masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai 

dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan (sustainable 

development). Menurut Montgomery (1988) suatu pembangunan 

dapat berkesinambungan apabila dilaksanakan oleh dan hasilnya 

dirasakan secara meluas dan merata. 

Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan 

harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu 

meningkaikan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam 

masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya atau dengan 

kata lain memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah 

sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai 

sosial. Konsep ini mencem1inkan paradigma baru pembangunan, 

yakni yang bersifat "peoplecentered, participatory, empowering 

and sustainable" (Kirdar, 201 0). 
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Secara praktis upaya yang merupakan pengerahan sumber 

daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan 

meningkatkan produktivitas petani sehingga baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan petani 

dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, petani dan 

lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan 

menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Petani miskin atau yang 

berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya 

akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, 

martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, 

dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan 

dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai 

tam bah sosial dan nilai tam bah budaya (Kartasasmita, 2013 ). Hal 

senada juga di sampaikan oleh salah satu responden petani : 

"Karena (bantuan sosial) yang kami terima dalam bentuk uang 
yang kemudian kami belanjakan sendiri sesuai bimbingan dan 
petunjuk petugas bansos. Sehingga apa yang kami perlukan berapa 
jumlah dan mau belanja dimana dapat kami tentukan sendiri." 

Sedangkan dari sisi lingkungan geografis, pelaksanaan 

bantuan sosial pertanian sangat dipengaruhi oleh jarak, jangkauan 

dan kemudahan akses ke lokasi bantuan. Hal ini dapat terlihat dari 

banyaknya jumlah kelompok penenma bantuan untuk 

lokasi/kecamatan yang jauh (seperti Kecamatan Krayan dan 
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Krayan Selatan) di bandingan dengan lokasi yang berada di 

kecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten (Kecamatan 

Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik). 

C. Manfaat dan Keberhasilan Kebijakan Bantuan Sosial Pertanian 

Manfaat dan keberhasilan kebijakan bantuan sosial dapat dilihat 

dengan mengukur sejauh mana pelaksanaan atau realisasi dari kegiatan dalam 

pencapaian tujuan kebijakan program. Pengukuran pencapaian tujuan tersebut 

diuraikan dalam 5 (lima) indikator yaitu : efektivitas, efisiensi, pemerataan, 

responsivitas dan ketepatan. 

1. Efektivitas 

Pengukuran efektivitas dapat dilihat dari tujuan yang telah ditetapkan 

dibandingkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan. 

1) Subsektor Tanaman Pangan 

Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pertanian dan 

ekonomi yang sangat penting dan strategis, karena subsektor tanaman 

pangan merupakan salah satu subsektor bagi pemenuhan pangan bagi 

rakyat Indonesia, merupakan salah satu sumber pendapatan dan 

kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia, dan sekaligus sebagai sumber 

pendapatan bagi bangsa Indonesia. Dibalik nilai (value) yang penting dan 

strategis tersebut, subsektor tanaman pangan juga merupakan salah satu 
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pusat kemiskinan di Indonesia. Subsektor tanaman pangan Kementerian 

Pertanian cukup konsekuen dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan 

kemandirian pelaku usaha pertanian, hal ini terlihat dari porsi keluaran 

yang ada pada periode 2008-2012 cukup besar untuk kegiatan SL PTT 

yang bertujuan (Pedoman umum pelaksanaan pengembangan 

hortikultura, 2012) meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

petani serta meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dengan 

pertimbangan teknis yang matang dan mampu mengaplikasikan teknis 

budidaya sec::tra baik dan benar. 

Tabel 4.1 0. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan 
di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 

Kegiatan 2008 
Utama 

Rencana Realisasi KT Lokasi 
Pengembangan 
Pupuk 

100 Ha 100 Ha * * 
Pengembangan 
Perbenihan 

25 Ha 25 Ha * * 
SLPTT 2500 Ha 2322 Ha Kecamatan Sebatik, 

Sebatik Barat, Nunukan, 
Sebuku, Lumbis 

Dukun~an 
Admimstrasi 

1 paket 1 paket - -

*) Realisasi berdasarkan buku laporan tahunan sub sektor tanaman pangan 
2008. 

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Kegiatan SL PTT dan Pengembangan Perbenihan merupakan 

salah satu kegiatan yang tetap dilaksanakan (hampir) setiap tahun. 

Berdasarkan penilaian Kementerian Pertanian kegiatan tersebut yang 

terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya.Subsektor Tanaman Pangan 
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merupakan salah satu dari lima subsektor yang aktif (setiap tahun) 

mempunyai kegiatan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan. 

Berdasarkan indikator pencapman tujuan kebijakan 

program khususnya subsektor tanaman pangan pada tahun 2008 terlihat 

bahwa hampir semua kegitan utama dapat terealisasi 100%, kecuali 

kegitan SL PTT yang mencapai 92,88%. 

Tabel 4.11. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan 
di Kabupaten Nunukan Tahun 2009 

Kegiatan 2009 

Utama Rencana Realisasi KT Lokasi 
Pengembangan 3 unit 1 unit Sejahtera Mansapa 
Pupuk Nunukan 

Selatan 
1 unit Sipurenmu Tj. Harapan 

Nunukan 
Selatan 

1 unit Surya Ds. Pancang 
Abadi Sebatik 
Sebatik 

Pengembangan 3500 ha Kecamatan Nunukan 292 ha, Nunukan 
Perbenihan Selatan 630,5 ha, Sebatik 861 ha, 

Sebatik Barat 717 ha, Sembakung 382 
ha, Sebuku 121,5 ha 

Mekanisasi 10 unit 5 unit Maspul Mansapa 
HT Jay a Nunukan 

Selatan 
5 unit Sumber Ds. Pancang 

Hidtp Sebatik 
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SLPTT 140 LL Kecamatan Nunukan 14, Nunukan 
Selatan 18, Sebatik 33, Sebatk Barat 
25, Sembakung 23, Sebuku 6 

Dukungan 1 paket 1 paket - -
Administrasi 

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Pada tahun 2009 semua (lima) kegiatan utama subsektor tanaman 

pangan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi 

kegiatan subsektor tanaman pangan di kabupaten Nunukan tahun 2009 

adalah mencapai 94,16%. 

Pada tahun 2010 ada tiga kegiatan utama subsektor tanaman 

pangan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi 

kegiatan subsektor tanaman pangan di kabupaten Nunukan tahun 2010 

adalah mencapai 62,96%. 

Tabel4.12. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan 
di Kabupaten Nunukan Tahun 2010 

Kegiatan 2010 
Utama 

Volume KT Lokasi 
Pengembangan 1 paket 1 Unit Gapoktan Tj. 
Pupuk APPO Cahaya Harapan 

Seimengkadu Nunukan 
Selatan 

Pengembangan 
Perbenihan - - - -

Mekanisasi 1 paket J aya Mandiri Ds. 
- Bin us an 

Nunukan 
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SLPTT 90 LL 90 LL non 12 KT Nunukan, 14 KT 
hibrida Nunukan Selatan, 33 KT 

Sebatik, 22 KT Sebatik 
Barat, 13 KT Sembakung, 
5 KT Sebuku. 

Dukungan 
Administrasi - - - -

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Pada tahun 2011 ada tiga kegiatan utama subsektor tanaman 

pangan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi 

kegiatan subsektor tanaman pangan di kabupaten Nunukan tahun 2011 

adalah mencapai 90,55%. 

Tabel 4.13. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan 
di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 

Kegiatan 2011 
Uta rna 

Volume KT Lokasi 
Pengembangan 
Pupuk - - - -

Pengembangan 2500 ha 1891 ha Kecamatan Sebatik, 
Perbenihan padi Sebatik Barat, Nunukan, 

Nunukan Selatan, Sebuku, 
Lumbis, Sembakung 

Mekanisasi - - - -

SLPTT 100 LL Kecamatan Nunukan 7, Nunukan 
Selatan 11, Sebatik 20, Sebatk Barat 
15, Sembakung 26, Sebuku 4, Lumbis 
13 
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Pada tahun 2012 ada tiga kegiatan utama subsektor tanaman 

pangan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi 

kegiatan subsektor tanaman pang an di kabupaten Nunukan tahun 2012 

adalah mencapai 96,07%. 

Tabel4.14. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan 
di Kabupaten Nunukan Tahun 2012 

Kegiatan 2012 
Utama 

Volume KT Lokasi 
Pengembangan - - - -Pupuk 
Pengembangan 2500 ha 2305,6 Kecamatan Sebatik, Sebatik 
Perbenihan padi ha Barat, Nunukan, Nunukan 

Selatan, Sebuku, Lumbis, 
Sembakung 

Mekanisasi - - - -
SLPTT 100 LL Kecamatan Nunukan 10, Nunukan 

Selatan 8, Sebatik 20, Sebatk Barat 15, 
Sembakung 26, Sebuku 4, Lumbis 13 

Dukungan 1 paket 1 paket - -
Administrasi 

Sumber : Data Hasil Penelitlan, diolah 
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2) Subsektor Hortikultura 

Komoditas hortikultura merupakan salah satu komodotas 

potensial sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Usaha agribisnis 

hortikultura, selama ini telah mampu memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi kawasan, terkait penyerapan tenaga kerja, 

perdagangan, sumber pendapatan masyarakat dan penghasil makanan 

bergizi. Pembangunan Subsektor Hortikultura diarahkan untuk 

membentuk kawasan-kawasan produksi hortikultura, menerapkan Cara 

Bertani yang Baik (CBB) dan menata matet rantai pasokan produk. Hal 

ini dilakukan dengan harapan dapat terurainya masalah pada tingkat 

petani dan kawasan sehingga dapat meningkatkan kinerja Subsektor 

Hortikultura. Pada tahun 2009 ada dua kegiatan utama subsektor 

hortikultura dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian reahsasi 

kegiatan subsektor hortikultura di kabupaten Nunukan tahun 2009 

adalah mencapai 100%. 

Tabel4.15. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Hortikultura di 
Kabupaten Nunukan Tahun 2009 

Kegiatan 2009 
Utama 

Rencana Realisasi KT Lokasi 
Pengembangan 16 ha 8 ha Setia Tj. 
Kawasan durian, 2 Kawan II Harapan, 

hajeruk Nunul(an 
keprok Selatan 
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5 ha KT. Limau Nunukan 
durian, 1 Selatan, 
hajeruk Nunukan 
keprok Selatan 

SLGAP - - - -

Pemberdayaan 
Kelembagaan - - - -

Pengembangan 1 unit 1 unit Tunas Mansapa 
Kebun Benih penangkar Reski Nunukan 

be nih Selatan 
durian 

danjeruk 
keprok 

Dukungan 
Administrasi - - - -

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Pada tahun 201 0 ada dua kegiatan utama subsektor hortikultura 

dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan 

subsektor hortikultura di kabupaten N unukan tahun 201 0 adalah 

mencapai 100%. 

Tabel 4.16. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Hortikultura di 
Kabupaten Nunukan Tahun 2010 

Kegiatan 2010 
Utama 

Ren~ana Realisasi KT Lokasi 
Pengembangan 20 ha 20 ha Hid up Mansapa 
Kawasan Bersama Nunukan 

Selatan 
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SLGAP 40 peserta 45 8 KT, 7 Nunukan, 
peserta PPL, 30 Nunukan 

penduku selatan, 
ng Sebatik Barat 

Pemberdayaan 
Kelembagaan - - - -

Pengembangan 50 pohon 50 pohon Abadi Nunukan 
Kebun Benih induk induk Usaha Selatan, 

Nunukan 
Selatan 

Dukungan 
Administrasi - - - -

Sumber : Data Hasil Penehtian, diolah 

Pada tahun 20 12 ada dua kegiatan utama subsektor hortikultura 

dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan 

subsektor hortikultura di kabupaten Nunukan tahun 2012 adalah 

mencapai 100%. 

Tabel 4.17. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Hortikultura di 
Kabupaten Nunukan Tahun 2012 

Kegiatan 2012 
Uta rna 

Rencana Realisasi KT Lokasi 
Pengembangan 120 ha 25 ha Mekar Selisun 
Kawasan Jaya Nunukan 

Selatan 
20 ha Karya Pagaluyon 

Mandiri Sembakun_g_ 
25 ha Gapoktan Ds. Saduman 

Lestari Sembakung 
15 ha Netral Ds. Sei. 

Abadi Manurung 
Sebatik 

25 ha Hid up Selisun 
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Bersama Nunukan 
II Selatan 

10 ha Batang Bin usa 
Kara Nunukan 

SLGAP 2 paket 1 paket Netral Ds. Sei 
SLGAP Abadi Manurung 

Jeruk Sebatik 
Sentosa Ds. 

Balansiku 
Sebatik 

Tunas Ds. 
Harapan Bambangan 

Sebatik Barat 
Karya Ds. 

Mandiri Paguluyon 
Sembakung 

Gapoktan Ds. Saduman 
Lestari Sembakung 
Mekar Selisun 

Jaya Nunukan 
Selatan 

L .t Tbl417 anJU an a e 

Kegiatan 2012 
Utama 

Rencana Realisasi KT Lokasi 
Hidup Mansapa 

Bersama Nunukan 
Selatan 

Rezky Mansapa 
Nunukan 

Selatan 
Batang Binusan 

Kara Nunukan 
1 Paket Hijau Tj. Harapan 

SLGAP Lestari Nunukan 
Durian Selatan 
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Fajar Tj. Harapan 
Nunukan 

Selatan 
Jaya Ds. Setabu 

Sailong Sebatik Barat 
Sahabat Ds. Liang 

Bunyu 
Sebatik Barat 

Sinar Ds. Sei 
Jaya Pancang 

Sebatik Utara 
Netral Ds. Sei 

Limau 
Sebatik 
Tengah 

Dukungan 1 paket 1 paket 
Administrasi - -

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

3) Subsektor Pertenakan 

Pembangunan petemakan dihadapkan pada sejumlah 

tantangan baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan 

global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan dinamika 

permintaan produk peternakan, penyediaan bibit temak, kualitas bibit, 

terjadinya berbagai wabah penyakit temak yang sangat merugikan. 

Subsektor Petemakan cukup selaras dalam merumuskan keluaran, 

sehingga tujuan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian 

Tabel 4.18. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor 
Petemakan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 

16/42083.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



79 

Kegiatan 2008 
Uta rna 

Rene ana Realisasi KT Lokasi 
Agribisnis 1 paket 18 ekor Samaenre Seimenggar 

sap1 is Nunukan 

Ketahanan 1000 ekor 500 ekor Dharma Nunukan 
Pang an itik itik Bakti Selatan 

Nunukan 
Selatan 

500 ekor Baldatun Selisun 
itik Thoyyibah Nunukan 

Selatan 

Peningkatan 1 paket 82 ekor Kampung Binusan 
Produksi sap1 Solo Naju Nunukan 

Dukungan - - - -Administrasi 
Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

diharapkan dapat tercapai. Pada tahun 2008 ada tiga kegiatan utama 

subsektor petemakan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian 

realisasi kegiatan subsektor hortikultura di kabupaten Nunukan tahun 

2008 adalah mencapai 1 00%. 

Pada tahun 2009 ada tiga kegiatan utama subsektor 

petemakan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian 

realisasi kegiatan subsektor hortikultura di kabupaten Nunukan tahun 

2009 adalah mencapai 100%. 

Tabel 4.19. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor 
Petemakan di Kabupaten Nunukan Tahun 2009 
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Kegiatan 2009 
Uta rna 

Reneau a Realisasi KT Lokasi 
Agribisnis 1 paket 9 ekor Semmpun Nunukan 

Ketahanan 
Pangan - - - -

Peningkatan 1 paket 30 ekor Sinar Tj. Harapan 
Produksi sap1 A pal a Nunukan 

Selatan 

Dukungan 1 paket 1 paket 
Administrasi - -

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

4) Subsektor Prasarana dan Sarana 

Subsektor Prasarana dan sarana Pertanian mempunya1 

tanggung jawab untuk dapat menyediakan semua prasarana dan sarana 

yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat 

dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau. 

Subsektor Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan output yang 

lebih besar pada kegiatan pengelolaan air, pengelolaan lahan dan 

perluasan areal yang merupakan fokus pada Subsektor Prasarana dan 

Sarana. Pada tahun 2008 ada enam kegiatan utama subsektor 

prasarana dan sarana dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. 

Pencapaian realisasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di 

kabupaten Nunukan tahun 2008 adalah mencapai 94,53%. 

Tabel 4.20. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor 
Prasarana dan Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 
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Kegiatan Utama 
2008 

Volume Voi/I!_ek KT Lokasi 
Pengelolaan Air 3 keg 

- Jaringan Irigasi 500 Ha 500 Ha Gapoktan y-,.-u::;. 

Bina Binalawan 
Bersama Sebatik 

Bar at 
- Pengembangan 2 unit 1 unit Bina Salam Ds. Liang 
Em bung Bunyu 

Sebatik 
Bar at 

1 unit Sepakat Ds. 
Pancang 
Kec Sebatik 

Pengelolaan Laban 2 keg 

- Jalan Usaha Tani 2km 2km Gapoktan Ds. 
Bin a Binalawan 
Bersama Sebatik 

Bar at 
- Optimasi lahan 30 Ha 15 Ha Setia Kawan Kel 

Nunukan 
Selatan Kec 
Nunukan 
Selatan 

15 Ha Cahaya Kel 
Seimengkadu Nunukan 

Selatan Kec 
Nunukan 
Selatan 

Lanjutan Tabel 4.20. 

Kegiatan U tam a 
2008 

Volume Vol/pek KT Lokasi 
Perluasan Areal 150 ha - - -
- Pembukaan lahan 70Ha 50 Ha Mekar Abadi Ds. Tj Kr 
horti Sebatik 
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20 Ha Hijau Lestari Ds. Tj 
Harapan 
Nunukan 
Selatan 

- Perluasan areal 80 Ha 15 Ha Sinoulun Ds .. 
peternakan Binusan 

Nunukan 

5 Ha Sumber Ds .. 
Rezeki Bin us an 

Nunukan 
7 Ha Jaya Mansapa 

Makmur Nunukan 
Selatan 

8 Ha Sinar Sebatik 
Harapan 

10 Ha Sipurenmu Nunukan 

Dukungan 1 paket 1 paket 
- -Administrasi 

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Pada tahun 2009 ada enam kegiatan utama subsektor 

prasarana dan sarana dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. 

Pencapaian realisasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di 

kabupaten Nunukan tahun 2009 adalah mencapai 88,10%. 

Tabel 4.21. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan 
Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2009 

Kegiatan Utama 2009 
Volume Vol/p_ek KT Lokasi 

Pengelolaan Air 6 keg 
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- Jaringan Irigasi 7 Unit 1 unit Inbaya Sebatik 
Intugos Barat 

1 unit Mattirowali Sebatik 
3 Unit Irigasi Tanah Dangka1 

Tidak Dilaksanakan 

2 Unit Irigasi Kawasan Peternakan 
tidak dilaksanakan 

- Pengembangan 6 unit 1 Unit Sinar Sebatik 
Em bung Harapan 

1 Unit Karya Sebatik 
Bersama Bar at 

1 Unit Sinar 2000 Sebatik 

1 Unit Sinoulun Binusan 
Nunukan 

1 Unit Jaya Mansapa 
Makmur Nunukan 

Selatan 

1 Unit Sipurenmu Nunukan 

Pengelolaan Laban 3 keg 
- Jalan Usaha Tani 4km 2km Seiring Sebatik 

Bersama 

2km Polewali Tj. Cantik 
Nunukan 

- Optimasi lahan 20Ha 20 Ha Sahabat Sebatik 
Bar at 

Perluasan Areal 3 keg - - -
- Cetak sawah 200 Ha 200 Ha Gapoktan Tj. Harapan 

Cahaya Nunukan 
Seimengkadu Selatan 

Lanjutan Tabel 4.21. 

Kegiatan Utama 2009 

Volume Vol/pek KT Lokasi 
- Pembukaan lahan 50 Ha 25 Ha Sahabat Sebatik 
horti Bar at 
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25 Ha Mekar Abadi Sebatik 

Dukungan 
1 Paket 1 Paket Administrasi - -

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Pada tahun 2010 ada empat kegiatan utama subsektor 

prasarana dan sarana di1aksanakan di Kabupaten Nunukan. 

Pencapaian rea1isasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di 

kabupaten Nunukan tahun 2010 ada1ah mencapai 90,00%. 

Tabel 4.22. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan 
Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2010 

Kegiatan Utama 2010 
Volume Vollpek KT Lokasi 

Pengelolaan Air 4 keg 

- Jaringan Irigasi 200 Ha 100 Ha Mamminasae Tj. Aru 
Sebatik 

100 Ha Seribu A tap 
- Temunung Sembakung 

3 Unit 1 Unit Tujuh Lima Se1isun 
II Nunukan 

Selatan 

Tunas Muda Nunukan 
Jaya Selatan - - Nunukan 

Selatan 

L . T b 14 22 anJutan a e 
Kegiatan Utama 2010 

Volume J Vollpek I KT I Lokasi 
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Gapoktan Tj. Harapan 

- - Cahaya Nunukan 
Seimengkadu Selatan 

- Pemberdayaan P3A 
- - - -

- Pengembangan 1 Unit 1 Unit TaniJaya Tj. Harapan 
Em bung Nunukan 

Selatan 

Pengelolaan Laban 1 keg 
- - -

- Optimasi lahan 30 Ha 30 Ha Bulan Sekapal 
Purnama Nunukan 

Utara 
Nunukan 

J>erluasan Areal 1 keg - - -
- Pembukaan lahan 50 Ha 25 Ha Jayalndah Sebatik 
horti lnduk 

25 Ha Harapan Jaya Nunukan 
Sekapal Utara 

Nunukan 

Dukungan 1 paket 1 paket 
- -Administrasi 

Sumber : Data Hasil Penelittan, diolah 

Pada tahun 2011 ada sepuluh kegiatan utama subsektor 

prasarana dan sarana dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. 

Pencapaian realisasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di 

kabupaten Nunukan tahun 2011 adalah mencapai 98,44%. 
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Tabel4.23. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan 
Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 

Kegiatan Utama 2011 

Volume Vol/pek KT Lokasi 

Pengelolaan Air 5 paket 

- Jaringan Irigasi 400 Ha 60Ha Batik Falad Ds. Pa' Loo 
B Lumbis 

14 Ha Matirowali Binusan 
- Nunukan 

30 Ha Makmur Seberang 
- Sebatik 

30 Ha Sumber Seberang 
- hid up Sebatik 

24Ha Bisa Salam Liang 
Bunyu 

- Sebatik 
Bar at 

31 Ha Sinar 2000 Lapri 
- Sebatik 

11 Ha Putra TjKr 
- Kern bar Scbatik 

167 Ha Pan dan A tap 
- Wangi Sembakung 

33 Ha Gapoktan Lubakan 
- Intimung Sembakung 

- Pemberdayaan P3A 1 paket Sebatik - P3A Simasei 
Barat 

- Pengembangan 1 Unit 1 Unit Liang 
Em bung 

Bina Mahesa 
Bunyu 
Sebatik 
Barat 

86 
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Lanjutan Tabel 4.23. 

Kegiatan Utama 2011 

Volume Vol/pek KT Lokasi 
- Pengembangan 1 paket KTP3A KTP3A 
Irigasi Partisipatif 1 paket Sebatik Sebatik 

Bar at Bar at 

Perluasan Areal 2 paket -
- Cetak sawah 100 Ha Gapoktan Ds. 

Cahaya Sekadayun -
Sungai Ular Taka Nnk 

Utara 
- Pembukaan lahan 50 Ha 25 Ha Kejar Kel. 
horti Usaha Tani Mansapa 

- Nunukan 
Selatan 

25 Ha Bulan Ds. 
Pumama Sekadayun 

- - Taka Nnk 
Utara 

Mekanisasi 2 paket - - -
- Traktor R2 2 unit 

2 unit UPJA Indah 
Nunukan 
Selatan 

- Pengembangan 5 unit 
UPJA pemula 5 unit * * 

Pupuk dan Pestisida 1 paket 

-Unit Pengolahan 1 unit Mattiro Bulu Nunukan 
Pupuk Organik 1 paket Selatan 

Dukungan 1 paket 1 paket 
- -Administrasi 

*) Realisasi berdasarkan buku laporan tahunan subsektor prasarana dan 
sarana 2011 
Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Pada tahun 2012 ada sembilan kegiatan utama subsektor 

prasarana dan sarana dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. 

16/42083.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



88 

Pencapaian realisasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di 

kabupaten Nunukan tahun 2012 adalah mencapai 80,94%. 

Tabel 4.24. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan 
Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2012 

Kegiatan Utama 2012 
Volume Vol/pek KT Lokasi 

Pengelolaan Air 10 - - -paket 
- Pengembangan 3 unit 1 unit Bulan Ds. 
sumber air Purnama Sekadayun 

Taka 

1 unit Hid up Mansapa 

- Bersama Nunukan 
Selatan 

1 unit Karya Abadi Setabu 

- II Sebatik 
Barat 

- Jaringan Irigasi 700 Ha 32 Ha Tenguyun Ds. Liang 
Bunyu 
Sebatik 
Barat 

30 Ha Sumber Ds. 
Hidup Seberang 

- Sebatik 
Utara 

. 
25 Ha Sinar Waru Tj. Harapan 

- Sebatik 
Timur 

25 Ha Matirowali Tj. Harapan 
- Bersatu Sebatik 

Timur 

20Ha Seiring Tj. Karang 
- Bersama Sebatik 
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Lanjutan Tabel 4.24. 

Kegiatan Utama 2012 

Volume Vol/pek KT Lokasi 
50 Ha Bones Bukit Aru 

Indah - Sebatik 
Timur 

15 Ha Maju Wijaya Tj. Karang 
- Sebatik 

300Ha Gapoktan Binalawan 

- Bina Sebatik 
Bersama Barat 

46Ha Sawito Tj Harapan 

- Nunukan 
Selatan 

30 Ha Fa jar Nunukan 
Selatan 

- Nunukan 
Selatan 

30 Ha Tunas Bagu Binusan 
- Nunukan 

30 Ha Suka Maju Binusan 
- Nunukan 

67 Ha Mekar Sari At8p 
- Sembakung 

- Pemberdayaan P3A - - - -
- Pengembangan 5 unit 1 unit Sinar Ds. 

Em bung Pancang Seberang 
Sebatik 
Utara 

Mandiri Ds. 
- 1 unit Binusan 

Nunukan 
Sinar Jaya Ds. 

- 1 unit 
Pancang 
Sebatik 
Utara 
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Lanjutan Tabel4.24. 

Kegiatan Utama 2012 
Volume Vol/pek KT Lokasi 

Mattiro Nunukan 
Bullu Selatan 

- 1 unit Nunukan 
Selatan 

Karya Abadi Bambangan 

- 1 unit II Sebatik 
Bar at 

Pengelolaan Laban 500 
persil - - -

- Pra dan pasca 500 
sertifikasi persil 50% Hanya prasertifikasi 

Perluasan Areal 2 paket - - -
- Cetak sawah 100 Ha 100 Ha Pelangi Ds .. 

Nusantara Binusan 
Nunukan 

- Pembukaan lahan 
horti - - - -

- Perluasan areal 20 Ha 20 Ha Batu Fagan Sembudud 
peternakan Krayan 

Pupuk dan Pestisida 1 paket - - -
-Unit Pengolahan 
Pupuk Organik - - - -

- Pendampingan 1 paket - - -
Fasilitas Pembiayaan 1 paket 

35,64% - - -

- Fasilitasi PUAP 1 paket 
Peralihan administrasi 

Dukungan 1 paket 1 paket - -Administrasi 
Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 
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5) Subsektor Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian 

Pada tahun 2009 ada sepuluh kegiatan utama subsektor 

prasarana dan sarana dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. 

Pencapaian realisasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di 

kabupaten Nunukan tahun 2012 adalah mencapai 100%. 

Tabel 4.25. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor 
Peternakan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 

Kegiatan Utama 2009 

Volume Vollpek KT 
Pengembangan 1 paket Box dryer, mesin Bina 
Agribisnis jahit karung, Bersama 

karung, sabit 
bergerigi, 
timbangan, power 
threser 

Peningkatan 1 paket Kendaraan Panen, Surya 
Ketahanan Pangan gerobak, keranjang Abadi 

panen, terpal, Sebatik 
parang, p1sau, 
karung, sarung Sejahtera 

tangan, keranjang 
sortasi, baskom, 
gunting panen, alat Cahaya 
ukur gula buah, Terang 
timbangan 

Dukungan 1 paket 1 paket 
Administrasi -

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Lokasi 
Ds. 
Binalawan 
Sebatik 
Barat 

Ds. 
Pancang 
Sebatik 

Paguluyon 
Sembakung 

Ds. Katul 
Sembakung 

-
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Pada Gambar 4.1. Dapat dilihat bahwa rata-rata efektivitas program 

bantuan sosial pertanian per subsektor dari tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2012 adalah antara 95,07% sampai 100%. Berdasarkan pencapaian 

tersebut di atas dapat dilihat bahwa efektivitas kegiatan bantuan sosial 

98,22 

96,33 96,07 

1 0,5 

! -

2008 • 2009 [lJ 2010 = 2011 11112012 
100100 100 100100 100100 100 

96,3 

8,54 

~5,83 

® 

. -

l__~~-nama~ Pa:~~--~~~rtikultura Peternakan 

Gambar 4.2. Realisasi Kegiatan .3antuan Sosial Pertanian Per 
Subsektor tahun 2008-2012 (dalam %) 
Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

pertanian masuk dalam kategori memuaskan (MENPAN dan RB, 

2013). Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden PPK 

sebagai berikut : 

"Kami (PPK) dalam melaksanakan program dan kegiatan bansos 
(bantuan sosial pertanian) selalu berusaha semaksimal mungkin, 
karena selain merupakan amanah dari pusat (Kementerian Pertanian) 
kegiatan ini juga untuk petani di daerah kita. Dan alhamdulillah kami 
dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan hasil yang cukup bagus." 
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Dari sudut pandang petani juga merespon positif dalam hal 

menilai efektivitas kegiatan bantuan sosial pertanian, seperti yang 

disampaikan oleh salah satu responden petani sebagai berikut : 

"Berbicara tentang efektivitas, kegiatan bansos yang pernah kami 
terima dan laksanakan dari dinas (Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Peternakan) saya nilai cukup efektif. Karena yang kami terima 
dalam bentuk uang yang kemudian kami belanjakan sendiri sesuai 
bimbingan dan petunjuk petugas bansos. Sehingga apa yang kami 
perlukan berapa jumlah dan mau belanja dimana dapat kami tentukan 
sendiri." 

Jadi efektivitas yang cukup baik dalam kegiatan bantuan 

sosial pertanian ini selain dikelola oleh petugas/PPK yang telah 

memahami kegiatan juga karena bentuk bantuan itu sendiri yang 

mempunyai mekanisme atau prosedur pelaksanaan yang memperbesar 

peranan petani dan kelompok tani dalam mengelola baik itu 

perencanaan maupun pelaksanaannya untuk mencapai tujuan program. 

Seperti yang disampaikan Ndraha (2005) efektivitas adalah tingkat 

pencaparan tujuan, sehingga jika tujuannya tercapai maka 

efektivitasnya juga mempunyai nilai yang tinggi. 

Tingginya nilai efektivitas merupakan buah hasil dari 

penerapan strategi pelaksanaan bantuan sosial pertanian, seperti yang 

disampaikan oleh Irianto (2004), bahwa rencana kegiatan atau program 

dalam suatu organisasi dianggap strategis apabila rencana itu dapat 

memperkecil energi masukan (seperti biaya, SDM, dan peralatan yang 
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dibutuhkan), tetapi sekaligus memperbesar keluaran, serta lebih 

produktif dalam mencapai sasaran. Esensi dari manajemen strategik 

terletak kepada bagaimana suatu organisasi merumuskan iangkah­

langkah yang efisien dan efektif untuk mewujudkan cita-cita organisasi 

yang secara programatis dirumuskan dalam tujuan baik yang bersifat 

resmi (official goals) maupun operatif (operative goals) 

2. Efisiensi 

Efisiensi pemanfaatan anggaran adalah pengukuran untuk 

melihat sejauh mana anggaran yang disediakan oleh pemerintah 

memberikan manfaat maksimal kepada penerima bantuan. Efisiensi 

tersebut diamati dari pemanfaatan dana yang diberikan dalam bentuk 

pagu dibandingkan dengan realisasi penggunaan dana pada saat 

pelaksanaan kegi~tan. Dari pagu anggaran yang diberikan kementerian 

pertanian terlihat bahwa anggaran subsektor prasarana dan sarana 

pertanian merupakan pagu terbesar yang diberikan Kementerian. 
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Tabel 4.26. Pencapaian Realisasi Keuangan Kegiatan Bantuan Sosial 
Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 - 2012 
(Jutaan rupiah) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Subsektor 

Pagu Real Pagu Real Pagu Real Pagu Real Pagu Real 

Tanaman 
Pangan 727 619 1.312 1.148 470 396 420 387 654 561 

PLA/PSP 1.488 1.411 3.686 3.221 730 730 2.181 2.149 2.535 2.413 
Petemakan 711 711 830 816 - - - - - -
Hortikultura 220 200 305 294 - 2.110 2.101 - - -
PPHP - 600 557 - - - - -- -

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Penggunaan dana akan memberikan pemahaman seberapa 

besar anggaran yang telah disediakan pemberi bantuan memberikan 

manfaat bagi penerima bantuan. Hal tersebvt dapat dilihat dari besaran 

persentase yang didapat pada Tabel 4.26, yang merupakan pencapaian 

realisasi keuangan kegiatan bantuan sosial pertanian dibandingkan 

dengan pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat (Kementerian 

Pertanian). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi biaya 

dalam kegiatan bantuan sosial pertanian berkisar antara 0,83% hingga 

15,01%. Sedangkan efisiensi terhadap tujuan dapat terlihat bahwa 

dengan realisasi fisik yang memuaskan dapat dicapai dengan biaya 

yang tersedia, seperti yang disampaikan oleh Silalahi (2007) bahwa 

efisiensi adalah tingkat perbandingan atau rasio antara masukan 
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(input) dengan hasil (output) dimana input realisasi tidak lebih besar 

daripada input rencana. 

Tabel4.27. Pencapaian Realisasi Keuangan Kegiatan Bantuan Sosial 
Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008- 2012 

Subsektor 2008 2009 2010 2011 2012 Rerata 

Tanaman 
85,06% 87,48% 84,26% 82,34% 85,82% 84,99% 

Pang an 

Hortikultura - 90,88% 96,35% - 99,56% 95,60% 

Peternakan 100% 98,33% - - - 99,17% 

PLAIPSP 94,80% 87,39% 99,98% 98,53% 95,19% 95,18% 

PPHP - 92,87% - - - 92,87% 

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Dengan rata-rata nilai efisiensi di atas 10%, menunjukkan 

keberhasilan dalam menggunakan berbagai macam sumber, dan dapat 

menghasilkan keluaran yang maksimum. Sehingga sumber dana yang 

telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut maksimal digunakan 

(Irianto, 2004). 

Hal tersebut dapat terjadi karena proses penentuan petani 

penerima bantuan sosial pertanian telah menjalani proses scleksi yang 

telah diatur sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis, 

ketidakmampuan petani atau kelompok tani melaksanakan 

kegiatan/program bantuan sosial pertanian akan disertai dengan tidak 
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disalurkannya dana bantuan tersebut. Dengan kata lain petani yang 

tidak s1ap melaksanakan kegiatan bantuan sosial pertanian akan 

terdeteksi pada awai kegiatan sehingga penggunaan dana bantuan akan 

lebih efisien. 

Seperti yang dikatakan oleh responden salah seorang PPK 

sebagai berikut : 

"Dalam menentukan petani atau kelompok tani penerima bansos 
(bantuan sosial pertanian), kami mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan (pedoman umum bantuan sosial pertanian dan petunjuk 
teknis). Petugas seleksi yang telah ditunjuk akan meninjau lokasi dan 
melakukan pertemuan dengan caJon kelompok penerima untuk 
melihat kemampuan kelompok mengelola dana bansos." 

3. Pemerataan 

Jumlah kelompok tani dan petani di Kabupaten Nunukan 

adalah 315 kelompok dan 6.824 petani (Dinas Pertanian Propinsi 

Kalimantan Timur, 2012). Faktor geografis juga mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pertanian. Dari data terlihat 

bahwa kecamatan yang mendapatkan bantuan terbanyak adalah 

Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik yang telah 

menyerap porsi sebunyak 58,24% dari seluruh penyaluran cantuan 

yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Peternakan. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit mendapatkan 

porsi bantuan kepada petani adalah Kecamatan Seimenggaris sebanyak 
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2 kali penyaluran ( 1,1 0%) untuk 2 kelompok tani dan Kecamatan 

Krayan yang masing-masing hanya 1 kali penyaluran (0,55%) untuk 1 

Kelompok Tani. 

Secara umum pembangunan adalah suatu proses perubahan 

yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan manusia, untuk 

mencapai hal tersebut perlunya pemerataan kebijakan pembangunan. 

Pemerataan program bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan 

tahun 2008 - 2012 dinyatakan setuju bahwa bantuan terse but merata 

• Nunukan 

• Nunukan Selatan 

• Lumhis 

• Sebuku 

• Sembakung 

u Sebatik 

w; Sehatik Barat 

;;; Se!Jatik Tr:nur 

Sehatik Utara 

,.. Seim enggaris 

" Krayan 

Gambar 4.3. Sebaran Penerima dan Lokasi Penyaluran Bantuan 
Sosial Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2009 
Sumber : Data Penelitian, diolah 

adalah 52% sedangkan yang menyatakan tidak setuju ada1ah 36%, 

sisanya yaitu 12% tidak menyatakan pendapat atau netral. 
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Tabe14.28. Pernyataan Terhadap Indikator Pemerataan 

Pernyataan I I ndikator Pemerataan I -- - - -

Sangat Setuju 12% 

Setuju 40% 

Netral 12% 

Tidak Setuju 24% 

Sangat Tidak Setuju 12% 

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Bantuan sosial pertanian yang telah tersalurkan masih belum 

bisa menyentuh seluruh petani dan kelompok tani yar.g ada di 

Kabupaten Nunukan. Faktor geografis JUga mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pertanian. Dari data terlihat bahwa 

kecamatan yang mendapatkan bantuan terbanyak adalah Kecamatan 

Nunukan Selatan sebanyak 62 kali penyaluran (34,07%) untuk 17 

Kelompok Tani dan Kecamatan Sebatik sebanyak 44 kali penyaluran 

(24,18%) untuk 16 Kelompok Tani. Kedua kecamatan ini telah 

menyerap porsi sebanyak 58.24% dari seluruh penyaluran bantuan 

yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Peternakan. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit mendapatkan 

porsi bantuan kepada petani adalah Kecamatan Seimenggaris sebanyak 

2 kali penyaluran {1,10%) untuk 2 kelompok tani dan Kecamatan 
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Krayan yang masing-masing hanya 1 kali penyaluran (0,55%) untuk 1 

Kelompok Tani. 

Ketidakmerataan program bantuan sosial pertanian tersebut 

bukan alasan atau hambatan dalam pembangunan pertanian, program 

tersebut dapat terus dilaksanakan sehingga suatu wilayah dapat 

berkembang dan membuat wilayah sekitamya ikut berkembang atau 

dikenal dengan Polarization Effect dari Hirschman demikian 

disampaikan oleh Harmadi (2011). 

Pemerataan yang kurang da!am pendistribusian bantuan sosial 

pertanian bisa terjadi karena beberapa alasan yang dapat dikemukakan, 

misalnya Kecamatan Krayan Selatan yang sangat kecil dalam akses 

bantuan bisa jadi karena kecamatan ini sangat terisolasi. Sampai saat 

ini hanya kecamatan ini yang belum terjangkau komunikasi seluler di 

Kabupaten Nunukan. Transportasi udara ke wilayah ini hanya 

menggunakan pesawat kecil berisi 6 tempat duduk dan lapangan 

terbang masih berupa lapangan rumput. Kesulitan ini diperkirakan 

menjadi penghambat terbesar penyaluran bantuan. Seperti yang 

diungkapkan oleh salah seorang responden PPK sebagai berikut : 

"Salah satu faktor pertimbangan terhadap kelompok yang menerima 
bansos adalah lokasi yang mudah dijangkau sehingga mudah untuk 
memantau perkembangan kegiatan dan daerah-daerah yang 
mempunyai akses ke lokasi juga lahan yang satu hamparan. Selain 
itu juga selain itu juga kelompok tani yang memahami prosedur dan 
tata cara bantuan sosial sesuai dengan pedoman umum. 
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4. Responsivitas 

Pengukuran daya tanggap kebijakan terhadap kebutuhan 

masyarakat dinyatakan dengan responsivitas. Hal tersebut dapat dilihat 

dari tingkat pendidikan aparat birokrasi Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dengan jumlah pegawai 

sebanyak 41 orang dan pegawai tidak tetap (non-PNS) sebanyak 26 

orang. Sebagian besar pegawai adalah pegawai negen sipil 

berpendidikan sarjana, berikut disampaikan tingkat pendidikan 

formalnya dari 41 orang PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Peternakan Kabupaten Nunukan, 10 orang SMA, 1 orang D-3, 29 

orang S 1 dan 1 orang S2. Sedangkan berdasarkan kuesioner yang 

disampaikan, responsivitas program bantuan sosial pertanian di 

Kabupaten Nunukan tahun 2008 - 2012 dinyatakan setuju bahwa 

bantuan tersebut telah responsif adalah 68% sedangkan yang 

menyatakan tidak setuju adalah 16%, sisanya yaitu 16% tidak 

menyatakan pendapat atau netral. 
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Tabel 4.29. Pemyataan Terhadap Indikator Responsivitas 

Pernyataan lndikator Responsivitas 

Sangat Setuju 32% 
Setuju 36% 

Netral 16% 

Tidak Setuju 16% 
Sangat Tidak 

0% 
Setuju 

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Secara umum kebijakan bantuan sosial pertanian merupakan 

kegiatan yang cukup responsif karena sejalan dengan yang dikatakan 

oleh Dunn (2000) kebijakan bantuan sosial ini dapat memenuhi nilai-

nilai tertentu dalam masyarakat atau kelompok tani. Juga selaras 

dengan salah satu tujuan bantuan sosial yang tertuang dalam permentan 

nomor 66/Permentan/OT.140/ 12/20 1 0 yaitu : 

"Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun 2012 bertujuan untuk 
memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, 
penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian, 
peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya 
Manusia (SDM) pelaku usaha, ... " 

Dari tujuan tersebut diformulasikan kegiatan yang dapat 

diterima masyarakat baik dari segi pelaksanaan maupun manfaatnya. 

Responsivitas juga dapat dilihat dari pemanfaatan bantuan oleh 

kelompok penerima pada saat setelah lewat tahun anggaran 

pelaksanaan kegiatan, untuk kegiatan yang kurang dirasakan 

manfaatnya oleh kelompok tani akan dibiarkan terlantar, tidak dirawat 
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dan dikelola dengan baik, sebaliknya untuk kegiatan yang sangat 

dibutuhkan petani. Hal yang sama menurut pendapat salah seorang 

responden PPK sebagi berikut : 

"Responsivitas suatu kebijakan dapat dilihat dari sikap petani terhadap 
pemanfaatan hasil kegiatan setelah tahun pelaksanaan berlalu. 
Kegiatan bamsos ini rata-rata selalu dimanfaatkan, dirawat dan 
dikelola oleh kelompok petani penerima, karena mereka merasa 
kegiatan tersebut merupakan bantuan yang sangat mereka butuhkan." 

Dari data di atas diketahui bahwa PNS Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan rata-rata 

berpendidikan SMA dan S 1. Dengan kondisi tingkat pendidikan yang 

relatif tinggi seperti itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Peternakan seharusnya dapat memberikan responsivitas pelayanan 

kepada masyarakat Kabupaten Nunukan. 

Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan, terlihat aparat 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan 

dalam implementasi Program Bantuan Sosial Pertanian sudah 

maksimal melaksanakan tugas-tugasnya. Namun berdasarkan 

wawancara kepada salah satu responden petani, didapatkan jawaban 

agak sedikit berbeda, yaitu bahwa keluhan yang disampaikan kepada 

petugas, sifatnya hanya ditampung dijanjikan untuk diselesaikan. Hal 

tersebut konsekuensinya adanya kekecewaan petani terhad&p aparat 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. 
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Kurang baiknya sikap aparat dalam melayani petani 

memperlihatkan bahwa sistem pelayanan birokrasi masih 

menggunakan desain pelayanan yang tidak berdasar pada kepentingan 

petani, tetapi masih menetapkan dasar aturan formal secara kaku. 

Pelayanan birokrasi masih menerapkan manajemen pelayanan yang 

semata-mata hanya berdasar pada pendekatan formal, bukan mencoba 

untuk menerapkan pelayanan secara kontekstual berdasarkan 

perkembangan aspirasi petani. Pengaruh kultur dan struktur birokrasi 

yang masih patemalistik -sentralistik turut memberikan andil yang 

besar terhadap lemahnya responsivitas aparat birokrasi dalam 

memberikan pelayanan publik. (Dwiyanto, 2006) 

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden PPK, dapat 

diketahui bahwa sikap dalam menghadapi keluhan masyarakat adalah 

fleksibel, yang mengandung arti setiap masyarakat dilayani dengan 

perlakuan yang berbeda-beda sesua1 dengan karakter dan 

kebutuhannya masing-masing. Penekanan terhadap sikap sabar dalam 

melayani merupakan salah satu altematif untuk menampung aspirasi 

keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cukup baik. Sikap 

petugas dalam menghadapi keluhan petani sudah cenderung responsif. 

Petugas berusaha menyelesaian keluhan pengguna jasa. Apabila 

petugas tidak dapat menyelesaikan sendiri di lapangan, maka akan 
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menyampaikan keluhan petani tersebut kepada, atasan atau pejabat 

yang lebih tinggi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Nunukan. 

Di sampmg itu menurut Anonim (2013) hal-hal yang 

mempengaruhi responsivitas adalah hukum, budaya, politik, sosial, 

dan ekonomi. Responsivitas tersebut JUga diperlukan dalam 

mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan publik karena 

dengan adanya responsivitas pemerintah akan lebih mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan 

serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto dalam Anonim, 

2013). 

5. Ketepatan 

Menurut Hendra (2013) ketepatan kebijakan ini dinilai dari 

sejauh mana kebijaksanaan yang ada telah bermuatan hal-hal yang 

memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, apakah 

kebijakan terscbut suduh dirumuskan sesuai dengan karakter masalah 

yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh 

lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang 

sesuai dengan karakter kebijakan. Sasaran dari program bantuan sosial 
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pertanian di Kabupaten Nunukan adalah petani, pada hasil penelitian 

penenma bantuan sosial pertanian semuanya merupakan petani 

sehingga ketepatan sasaran sudah tercapai. Seperti yang telah 

disampaikan pada indikator pemerataan, bantuan sosial pertanian 

mempunyai kendala pada ketepatan lokasi. Hal tersebut dapat dilihat 

pada pernyataan terhadap indikator ketepatan pada Tabel4.29. 

Tabel4.29. Pernyataan Terhadap Indikator Ketepatan 

Pernyataan lndikator Ketepatan 

Sangat Setuju 16% 

Setuju 36% 
N~tral 36% 
Tidak Setuju 8% 

Sangat Tidak Setuju 4% 

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah 

Responden yang menyatakan setuju bahwa kebijakan tersebut 

tepat sebesar 52% sedangkan yang menyatakan tidak setuju adalah 

12%, sisanya yaitu 36% tidak menyatakan pendapat atau netral. 

Ketepatan adalah indikator terakhir yang merupakan gabungan dari 

indikator efektivitas, efisiensi, kesamaan dan responsivitas. Nilai 

persentasi penyataan tidak setuju yang mencapai 12% dan tidak 

menyampaikan pendapatnya 36%. Pernyataan ketepatan program 

bantuan sosial pertanian ini merupakan bentuk 'curahan hati' (curhat) 
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masyarakat terutama petani yang merasa kebutuhan mereka belum 

dapat dipenuhi oleh pemerintah. 

Padahal sebenarnya, pemerintah juga telah menawarkan solusi 

jika masalah-masalah seperti ini terjadi yaitu melalui mekanisme 

musyawarah desa (Musdes) atau musyawarah kelurahan (Muskel). 

Mekanisme ini bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan penetapan 

kelompok sasaran jika terjadi ketidaktepatan penerima manfaat di 

lapangan. 

Indikator ketepatan untuk program bantuan sosial pertanian 

mempunyai nilai 52% dapat tercermin dari hasil produktivitas 

komoditas padi yang terus meningkat dari tahun 2008 hingga 2011 

(Tabel 4.2.). Peningkatan sebesar 3,53% - 9,58% tersebut meningkat 

sejalan dengan banyaknya bantuan yang diberikan. 

Hal-hal yang mempengaruhi indikator terakhir ini merupakan 

hal-hal yang mempengaruhi oleh indikator sebelumnya, antara lain 

biaya, sumber daya manusia, peralatan, proses seleksi, kondisi 

geografis, hukum, budaya, politik, sosial ekonomi. Hal-hal tersebut 

saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain, seperti yang 

dikatakan oleh Abdiprojo (201 0), keberhasilan suatu kebijakan 

ditentukan oleh isi dari kebijakan yang harus dilaksanakan dimana isi 

yang tidak jelas dan samar akan membingungkan para pelaksana di 
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lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Kemudian ditentukan 

pula oleh tingkat informasi dari personel yang terlibat dalam 

pelaksanaan sehingga pelaksana dapat bekerja optimaL Seianjutnya 

ditentukan juga oleh banyaknya dukungan yang harus dimiliki agar 

kebijakan dapat dilaksanakan dan pembagian dari potensi-potensi yang 

ada seperti diferensiasi wewenang dalam struktur organisasi. 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pertanian di Kabupaten 

Nunukan tahun 2008-2012 telah dilaksanakan 5 (lima) program yaitu 1) 

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan, 2) 

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman 

Hortikultura, 3) Program Swascmbada Daging Sapi/ Kerbau dan Peningkatan 

Penyediaan Protein Hewani yang ASUH, 4) Program Penyediaan dan 

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dan 5) Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kementerian Pertanian dan 16 

( enam bel as) kegiatan. 

Manfaat dan keberhasilan bantuan sosial kebijakan bantuan sosial 

pertanian di Kabupaten Nunukan tahun 2008-2012 yang terurai pada masing­

masing indikator cukup banyak, kecuali indikator pemerataan belum terlihat 

adanya manfaat dan keberhasilan program bantuan sosial pertanian, sehingga 

diharapkan dengan berkembangnya daerah yang mendapat alokasi bantuan 

sosial dapat membuat wilayah sekitamya ikut berkembang. Pada indikator 

efektivitas dengan realisasi kegiatan bantuan sosial petanian antara 95,07% 

sampai 100% manfaat dan keberhasilan yang diperoleh adalah program 

tersebut dapat memperbesar peranan petani dalam mengelola bantuan, 

indikator efisiensi ditunjukkan dengan rata-rata nilai efisiensi 6,44%, 

16/42083.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



110 

menunjukkan sumber dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut 

maksimal digunakan, indikator responsivitas dapat terlihat dengan 70,73% 

personii yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 

berpendidikan Strata-l cukup membearikan responsivitas yang baik terhadap 

kebijakan bantuan sosial pertanian sehingga bantuan yang telah diberikan 

tidak disia-siakan dan tetap dimanfaatkan oleh petani dan indikator ketepatan 

dapat terlihat dari adanya peningkatan produksi padi sebesar 3,53%- 9,58%. 

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial pertanian di 

Kabupaten Nunukan antara lain : 

1. Peran aktif dan keterlibatan langsung petani dalam pelaksanaan 

kegiatan bantuan sosial pertanian. 

2. Proses seleksi sesuai dcngan prosedur pedoman umum dan petunjuk 

pelaksanaan yang ada. 

3. Letak geografis daerah/kecamatan pener1ma bantuan berpengaruh 

terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pertanian. 

Monitoring/pemantauan kemajuan pekerjaan semakin sulit dilakukan 

untuk daerah yang semakin jauh dari ibukota kabupaten. 

4. Sumber daya manusia pengelola atau petugas pelaksanaan yang 

mernaharni kegiatan bantuan sosial pertanian. 
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B. Saran 

Mengacu pada hasil identifikasi manfaat dan keberhasilan pelaksanaan 

program bantuan sosial pertanian maka dapat disarankan agar pemerintah daerah 

Kabupaten Nunukan memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Peningkatan kapasitas sumber pelaksana atau petugas pengelola 

sangat diperlukan dalam melaksanakan program bantuan sosial 

sehingga proses seleksi lebih tepat sasaran, dapat menjadi motivator 

bagi kelompok penerima bantuan untuk dapat aktif, dan lebih dapat 

memahami esensi dari bantuan sosial pertanian. 

2. Peningkatan prasarana dan sarana akses jalur transportasi dan 

distribusi ke daerah-daerah pedalaman sehingga pelaksanaan 

program dapat menjangkau daerah-daerah tersebut. 
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JUDUL PENELITIAN: EV ALUASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL 

PENELITI 

PERTANIAN DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 

2008-2013 

: MUHAMMAD MARYONO S. 

RESPONDEN/NARASUMBER 

JABATAN 

TANDA TANGAN 

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

UNIVERSITAS TERBUKA 

JAKARTA 

2013 
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PERNYATAAN 

1. Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? 

Sangat Setuju 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju 

2. Apakah usaha yang telah dilakukan sudah maksimal untuk mencapm 

hasil yang diinginkan 

Sangat Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju 

3. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada 

kelompok yang berbeda? 

Sangat Setuju 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju 

4. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai 

kelompok tertentu? 

Sangat Setuju 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju 

5. Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bemilai? 

Sangat Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju 
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FORMULIR W A \V ANCARA 

JUDUL PENELITIAN : EV ALUASI KEBIJAKAN BANTU AN 

SOSIAL PERTANIAN DI KABUPATEN 

NUNUKAN TAHUN 2008-2013 

PENELITI : MUHAMMAD MARYONO S. 

RESPONDEN/NARASUMBER 

JABATAN 

TANDA TANGAN 

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

UNIVERSITAS TERBUKA 

JAKARTA 

2013 

16/42083.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



122 

PANDUAN WAWANCARA 

1. Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? 

2. Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? 

3. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada 

kelompok yang berbeda? 

4. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai 

kelompok tertentu? 

5. Apakah hasil ( tujuan ) yang diinginkan benar - benar berguna atau 

bernilai ? 

JAWABAN: 

16/42083.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



123 

Tabel 1 Program!Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian Per Subsektor di 
Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012 

NO PROGRAM/KEG lA TAN SUBSEKTOR THN AGG PAGU 

1 Kegiatan Perbaikan dan Tanaman 2008 APBN Rp 

Penyediaan Infrastruktur Pangan 727.435.000 

Pertanian dalam 

Mendukung Ketahanan 

Pangan (PNPM-P) 

2 Kegiatan Perbaikan dan PLA 2008 APBN Rp 1.488.000.000 

Penyediaan Infrastruktur 

Pertanian dalam 

Mendukung 

I Pengembangan Agribisnis 

(PNPM-P) 

3 Program Ketahanan Peternakan 2008 APBN Rp 

Pangan Penanganan dan 710.000.000 

Pengendalian wabah virus 

Flu Burung pada Hewan 

dan Restrukturisasi 

Perunggasan (TP) 

4 Program Peningkatan Hortikultura 2008 APBN Rp 

Ketahanan Pangan 264.000.000 

5 Program Pengembangan PPHP 2009 APBN Rp 

Pasca Panen, Pengolahan 600.000.000 

dan Pemasaran Hasil 

Hortikultura 
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NO PROGRAM/KEGIATAN SUBSEKTOR THN AGG PAGU 

6 Program Pengembangan Petemakan 2009 APBN Rp 

Agribisnis 830.000.000 

7 Program Peningkatan Hortikultura 2009 APBN Rp 

Ketahanan Pangan 220.000.000 

8 Program Penigkatan PLA 2009 APBN Rp 3.686.000.000 

Ketahanan Pangan, 

Penyediaan dan Perbaikan 

Infrastruktur Pertanian 

(TP) 

9 Program Peningkatan Tanaman 2009 APBN Rp 1.311.929.000 

Ketahanan Pangan Pang an 

10 Program Pengembangan Hortikultura 2010 APBN Rp 

Agribisnis 305.000.000 

11 Program Penigkatan PSP 2010 APBN Rp 

Ketahanan Pangan, 730.000.000 

Penyediaan dan Perbaikan 

Infrastruktur Pertanian 

(TP) 

12 Program Pengembangan Tanaman 2010 APBN Rp 

Agribisnis Pang an 469.625.000 

13 Program Penyediaan dan PSP 2011 APBN Rp 2.181.250.000 

Pengembangan Prasarana 

dan Sarana Pertanian 
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NO PROGRAM/KEGIAT AN SUBSEKTOR THN AGG PAGU 

14 Program Peningkatan Tanaman 2011 APBN Rp 

Produksi, Produktivitas Pang an 419.500.000 

dan Mutu Tanaman 

Pangan dan Swasembada 

Berkelanjutan 

15 Program Penyediaan dan PSP 2012 APBN Rp 2.534.700.000 

Pengembangan Prasarana 

dan Sarana Pertanian 

16 Program Peningkatan Tanaman 2012 APBN Rp 

Produksi, Produktivitas Pangan 653.500.000 

dan Mutu Tanaman 

Pangan untuk mencapai 

Swasembada dan 

Swasembada 

Berkelanjutan (TP) 

17 Program Peningkatan Hortikultura 2012 APBN Rp 2.110.000.000 

Produksi, Produktivitas 

dan Mutu Produk Tanaman 

Hortikultura Berkelanjutan 

Rp 19.240.939.000 

Sumber : Data Penelitian, diolah 
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Tabel 2. Kelompok Tani Penerima Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian Tahun 2008-2012 

No Kelompok Tani Desa/Kelurahan Kecamatan Sub Sektor Kegiatan Utama Tahun Volume Keterangan 

1 Setia Kawan II Tanjung Harapan Nunukan Selatan Hortikultura Pengembangan 2009 8ha Durian 
Kawasan 

2 Setia Kawan II Tanjung Harapan Nunukan Selatan Hortikultura Pengembangan 2009 2ha ~eruk keprok 
Kawasan · 

3 Lim au Nunukan Selatan Nunukan Selatan Hortikultura Pengembangan 2009 5 ha Durian 
Kawasan 

4 Lim au Nunukan Selatan Nunukan Selatan Hortikultura Pengembangan 2009 1ha Jeruk keprok 
Kawasan 

5 Tunas Reski Mansapa Nunukan Selatan Hortikultura Pengembangan 2009 1 unit Penangkar 
Kebun Benih benih durian 

dan jeruk I 

keprok__ 

6 Hidup Bersama Mansapa Nunukan Selatan Hortikultura Pengembangan 2010 20 ha 
Kawasan ,_ 

--
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Lanjutan Tabel 2. 

7 Abadi Usaha Nunukan Selatan Nunukan Selatan Hortikultura Pengembangan 2010 50 bibit Pohoninduk 
Kebun Benih 

8 Hortikultura SLGAP 2010 8KT 

9 Mekar Jaya Selisun Nunukan Selatan Hortikultura Pengem ba nga n 2012 25 ha 
Kawasan 

10 Karya Mandiri Paguluyon Sembakung Hortikultura Pengembangan 2012 20 ha 
Kawasan 

11 Gapoktan Lestari Saduman Sembakung Hortikultura Pengembangan 2012 25 ha 
Kawasan 

12 Netral Abadi Sei. Manurung Sebatik Hortikultura Pengembangan 2012 15 ha I 

Kawasan 

13 Hidup Bersama II Selisun Nunukan Selatan Hortikultura Pengembangan 2012 25 ha 
Kawasan 

14 Batang Kara Binusan Nunukan Hortikultura Pengembangan 2012 10 ha 
Kawasan 

15 Netral Abadi Sei. Manurung Sebatik Hortikultura SLGAP 2012 Jeruk keprok 

16 Sen to sa Balansiku Sebatik Barat Hortikultura SLGAP 2012 Jeruk keprok 

17 Tunas Harapan Bambangan Sebatik Barat Hortikultura SL GAP 2012 Jeruk keprok 
- - - -- -- ---- -- - --- , __ 

Lanjutan Tabel 2. 
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18 Karya Mandiri Paguluyon Sembakung Hortikultura SLGAP 2012 Jeruk keprok 

19 Gapoktan Lestari Saduman Se.nbakung Hortikultura SLGAP 2012 Jeruk keprok 

20 Mekar Jaya Selisun Nunukan Selatan Hortikultura SLGAP 2012 Jeruk keprok 

21 Hidup Bersama Mansapa Nunukan Selatan Hortikultura SL GAP 2012 Jeruk keprok 

22 Rezky Mansapa Nunukan Selatan Hortikultura SLGAP 2012 ~eruk keprok 

23 Batang Kara Binusan Nunukan Hortikultura SL GAP 2012 Jeruk keprok 

24 Hijau Lestari Tanjung Harapan Nunukan Selatan Hortikultura SLGAP 2012 Durian ! 

25 Fa jar Tanjung Harapan Nunukan Selatan Hortikultura SLGAP 2012 Durian 
I 

26 Jaya Sailong Setabu Sebatik Barat Hortikultura SL GAP 2012 Durian 

27 Sahabat Liang Bunyu Sebatik Barat Hortikultura SLGAP 2012 Durian 

28 Sinar Jaya Sei. Pancang Sebatik Utara Hortikultura SLGAP 2012 Durian 

29 Netral Sei. Limau ISebatik Tengah jHortikultura SLGAP 2012 Durian 

Lanjutan Tabel 2. 
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30 Gapoktan Bin a Binalawan Sebatik Barat PSP Pengelolaan Air 2008 500 ha ~aringan irigasi 

Bersama 

31 Bina Salam Liang Bunyu Sebatik Barat PSP Pengelolaan Air 2008 1unit Pengembangan 

em bung 

32 Sepakat Pancang Sebatik PSP Pengelolaan Air 2008 1unit Pengembangan 

em bung 

33 Gapoktan Bin a Binalawan Sebatik Barat PSP Pengelolaan 2008 2km Jalan usaha tani 

Bersama La han 

34 Setia Kawan Nunukan Selatan Nunukan Selatan PSP Pengelolaan 2008 15 ha Optimasi lahan 
I 

La han 

35 Cahaya Nunukan Selatan Nunukan Selatan PSP Pengelolaan 2008 15 ha Optimasi lahan ] 
Semengkadu La han 

36 Mekar Abadi Tanjung Karang Sebatik PSP Perluasan Areal 2008 so ha La han 

hortikultura 

37 Hijau Lestari Tanjung Harapan Nunukan Selatan PSP Perluasan Areal 2008 20 ha La han 

hortikultura 

38 Sinoulun Binusan Nunukan PSP Perluasan Areal 2008 15 ha Perluasan areal 

peternakan 
~-- L_ --- ----------~----- ---- -- ~ --

Lanjutan Tabel 2. 
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39 Sumber Rezeki Binusan INunukan PSP Perluasan Areal 2008 Sha Perluasan areal 
peternakan 

40 Jaya Makmur Mansapa Nunukan Selatan PSP Perluasan Areal 2008 7ha Perluasan areal 

peternakan 

41 Sinar Harapan Sebatik PSP Perluasan Areal 2008 8ha Perluasan areal 
peternakan 

42 Sipurenmu Tanjung Harapan Nunukan Selatan PSP Perluasan Areal 2008 10 ha Perluasan areal 
peternakan 

43 lnbaya lntugos Sebatik Barat PSP Pengelolaan Air 2009 1 unit ~aringan irigasi 

44 Mattirowali Sebatik PSP Pengelolaan Air 2009 1 unit Jaringan irigasi 

45 Sinar Harapan Sebatik PSP Pengelolaan Air 2009 1 unit Pengembangan 
em bung 

46 Karya Bersama Sebatik Barat PSP Pengelolaan Air 2009 1 unit Pengembangan 

em bung 

47 Sinar 2000 Sebatik PSP Pengelolaan Air 2009 1unit Pengembangan I 
embung 

- - - - - - -- - - --

Lanjutan Tabel 2. 
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48 Sinoulun Binusan Nunukan PSP Pengelolaan Air 2009 1 unit Pengembangan 

em bung 

49 Jaya Makmur Mansapa Nunukan Selatan PSP Pengelolaan Air 2009 1 unit Pengembangan 

em bung 

50 Sipurenmu Tanjung Harapan Nunukan Selatan PSP Pengelolaan Air 2009 1 unit Pengembangan 
embung 

51 Seiring Bersama Sebatik PSP Pengelolaan 2009 2km Jalan usaha tani 
La han 

52 Polewali Tanjung Cantik Nunukan PSP Pengelolaan 2009 2km Jalan usaha tani 
La han i 

Optimasi lahan I 53 Sahabat Liang Bunyu Sebatik Barat PSP Pengelolaan 2009 20 ha 
La han 

54 Gapoktan Cahaya Tanjung Harapan Nunukan PSP Perluasan Areal 2009 200 ha Percetakan 
Seimengkadu sa wah 

55 Sahabat Liang Bunyu Sebatik PSP Perluasan Areal 2009 25 ha La han 

hortikultura 

56 Mekar Abadi Tanjung Karang Sebatik PSP Perluasan Areal 2009 25 ha La han 

hortikultura 
-

Lanjutan Tabel 2. 
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57 Mamminasae Tanjung Aru Sebatik PSP Pengelolaan Air 2010 100 ha taringan irigasi 

58 Seribu Temunung A tap Sembakung PSP Pengelolaan Air 2010 100 ha ~aringan irigasi 

59 Tujuh Lima II Selisun Nunukan Selatan PSP Pengelolaan Air 2010 1 unit ~aringan irigasi 

60 Tunas Muda Jaya Nunukan Selatan Nunukan Selatan PSP Pengelolaan Air 2010 1 unit Jaringan irigasi 

61 Gapoktan Cahaya Tanjung Harapan Nunukan Selatan PSP Pengelolaan Air 2010 1 unit Jaringan irigasi 

Seimengkadu 

62 Tani Jaya Tanjung Harapan Nunukan Selatan PSP Pengelolaan Air 2010 1 unit Pengembangan 

em bung 

63 Bulan Purnama Sekapal Nunukan PSP Perluasan Lahan 2010 30 ha Optimasi lahan · 

I 

64 Jaya lndah Sebatik PSP Perluasan Areal 2010 25 ha La han I 
hortikultura 

65 Harapan Jay a Sekapal Nunukan PSP Perluasan Areal 2010 25 ha La han 

Sekapal hortikultura 
---·-- L___. _____ ---

Lanjutan Tabel 2. 
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66 Batik Falad B Pa' Loo Lumbis PSP Pengelolaan Air 2011 60 ha Jaringan irigasi 

67 Mattirowali Binusan Nunukan PSP Pengelolaan Air 2011 14 ha ~aringan irigasi 

68 Makmur Seberang Sebatik PSP Pengelolaan Air 2011 30 ha ~aringan irigasi 

69 Sumber Hidup Seberang Sebatik PSP Pengelolaan Air 2011 30 ha Jaringan irigasi 

70 Bina Salam Liang Bunyu Sebatik Barat PSP Pengelolaan Air 2011 24 ha ~aringan irigasi 

71 Sinar 2000 Lapri Sebatik PSP Pengelolaan Air 2011 31 ha Jaringan irigasi 

72 Putra Kembar Tanjung Kar3ng Sebatik PSP Pengelolaan Air 2011 11 ha Jaringan irigasi 

73 Pandan Wangi Atap Sembakung PSP Pengelolaan Air 2011 167 ha Jaringan irigasi 
I 

74 Gapoktan lntimung Lubakan Sembakung PSP Pengelolaan Air 2011 33 ha Jaringan irigasi ! 

I - -------- ·- -------------L_ ____ -- ~ ---

Lanjutan Tabel 2. 
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75 Bina Mahesa Liang Bunyu Sebatik Barat PSP Pengelolaan Air 2011 1 unit Pengembangan 
em bung 

76 P3A Sebatik Barat PSP Pengelolaan Air 2011 1 paket lrigasi 

partisipatif 

77 Gapoktan Cahaya Sekadayun Taka Nunukan PSP Perluasan Areal 2011 100 ha Percetakan 

Sungai Ular sa wah 

78 Kejar Usaha Tani Mansapa Nunukan Selatan PSP Perluasan Areal 2011 25 ha La han 
hortikultura 

79 Bulan Purnama Sekadayun Taka Nunukan PSP Perluasan Areal 2011 25 ha La han 
hortikultura 

80 Mattirobulu Nunukan Selatan Nunukan Selatan PSP rupuk dan 2011 1 unit Unit 
Pestis ida pengolahan 

pupuk organik 

81 Bulan Purnama Sekadayun Taka Nunukan PSP Pengelolaan Air 2012 1unit Pengembangan 

sumber air 

82 Hidup Bersama Mansapa Nunukan Selatan PSP Pengelolaan Air 2012 1 unit Pengembangan 

sumber air 

83 Karya Abadi II Setabu Sebatik Barat PSP Pengelolaan Air 2012 1 unit Pengembangan 

sumber air 
- -- --··-·- - - --

Lanjutan Tabel 2. 
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84 Tenguyun Liang Bunyu Sebatik Barat PSP Pengelolaan Air 2012 32 ha Jaringan irigasi 

85 Sumber Hidup Seberang Sebatik Utara PSP Pengelolaan Air 2012 30 ha ~aringan irigasi 

86 Sinar Waru Tanjung Harapan Sebatik Timur PSP Pengelolaan Air 2012 25 ha ~aringan irigasi 

87 Mattirowali Bersatu Tanjung Harapan Sebatik Timur PSP Pengelolaan Air 2012 25 ha Jaringan irigasi 

88 Seiring Bersama Tanjung Karang Sebatik PSP Pengelolaan Air 2012 20 ha Jaringan irigasi 

! 

89 Bones Bukit Aru lndah Sebatik Timur PSP Pengelolaan Air 2012 50 ha Jaringan irigasi 

90 Maju Wijaya Tanjung Karang Sebatik PSP Pengelolaan Air 2012 15 ha Jaringan irigasi 

91 Gapoktan Bin a Binalawan Sebatik Barat PSP Pengelolaan Air 2012 300 ha ~aringan irigasi 

Bersama 

92 Saw ito Tanjung Harapan Nunukan Selatan PSP Pengelolaan Air 2012 46 ha Jaringan irigasi 

. 
- -

Lanjutan Tabel 2. 
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93 Fajar Nunukan Selatan Nunukan Selatan PSP Pengelolaan Air 2012 30 ha Jaringan irigasi 

94 Tunas Bagu Binusan Nunukan PSP Pengelolaan Air 2012 30 ha Jaringan irigasi 

95 Suka Maju Binusan Nunukan PSP Pengelolaan Air 2012 30 ha Jaringan irigasi 

96 Mekar Sari Atap Sembakung PSP Pengelolaan Air 2012 67 ha Jaringan irigasi 

97 Sinar Pancang Seberang Sebatik utara PSP Pengelolaan Air 2012 1 unit Pengembangan 
em bung 

98 Mandiri Binusan Nunukan PSP Pengelolaan Air 2012 1 unit Pengembangan 

em bung 

99 Sinar Jaya Pancang Sebatik utara PSP Pengelolaan Air 2012 1unit Pengembangan 
embung 

100 Mattirobulu Nunukan Selatan Nunukan Selatan PSP Pengelolaan Air 2012 1 unit Pengembangan 
embung 

101 Karya Abadi II Bambangan Sebatik Barat PSP Pengelolaan Air 2012 1 unit Pengembangan 
em bung 

- -- --

Lanjutan Tabel 2. 
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102 Gapoktan Pelangi Binusan Nunukan PSP Perluasan Areal 2012 100 ha Percetakan 
Nusantara sawah 

103 Batu Fagan Sembudud Krayan PSP Perluasan Areal 2012 20 ha Peternakan 

104 Bina Lestari Binalawan Sebatik Barat Tanaman Pengembangan 2008 1 paket 
Pangan Pupuk 

105 Sebatik Tanaman Pengembangan 2008 100 ha 
Pangan Perbenihan 

106 Usaha Sarna Sebatik lfanaman SLPTI 2008 
Pang an 

107 Sejahtera Mansapa Nunukan Selatan Tanaman Pengembangan 2009 1 unit 
Pangan Pupuk 

108 Sipure:1mu Tanjung Harapan Nunukan Selatan Tanaman Pengembangan 2009 1 unit 
I 

! 

Pangan Pupuk 

109 Surya Abadi Sebatik Pancang Sebatik Tanaman Pengembangan 2009 1 unit 
Pangan Pupuk 

110 Maspul Jaya Mansapa Nunukan Selatan Tanaman Mekanisasi 2009 5 unit Hand traktor 
Pangan 

-- -------- -- ---- -

Lanjutan Tabel 2. 
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111 Sumber Hidup Pancang Sebatik Tanaman Mekanisasi 2009 5 unit Hand traktor 
Pangan 

112 Gapoktan Cahaya Tanjung Harapan Nunukan Selatan Tanaman Pengembangan 2010 1unit Pengolah pupuk 
Seimengkadu Pangan Pupuk organik 

113 Samaenre Seimenggaris Nunukan Peternakan Agribisnis 2008 18 ekor Sa pi 

114 Dharma Bakti Nunukan Selatan Nunukan Selatan Peternakan Ketahanan 2008 sao ekor ltik 
Pangan 

115 Baldatun Toyyibah Selisun Nunukan Selatan Peternakan Ketahanan 2008 500 ekor ltik 
Pangan 

116 Kampung Solo Binusan Nunukan Peternakan Peningkatan 2008 82 ekor Sa pi 
Maju Produksi 

117 Serumpun Nunukan Peternakan Agribisnis 2009 9ekor Sa pi 

118 Sinar Apala Tanjung Harapan Nunukan Selatan Peternakan Peningkatan 2009 ekor Sa pi 
Produksi 

-

Lanjutan Tabel 2. 
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119 Gapoktan Bin a Binalawan Sebatik Barat PPHP Pengembangan 2009 1 paket Box dryer, 
Bersama Agribisnis mesin jahit 

karung, sabit 
berrgerigi, 
timbangan, 
power threser 

120 Surya Abadi Sebatik Pancang Sebatik PPHP Peningkatan 2009 1 paket Kendaraan ' 

Ketahanan Panen, gerobak, I 
Pangan keranjang 

panen, terpal, 

121 Sejahtera Paguluyon Sembakung PPHP Peningkatan 2009 1 paket Parang, pisau, 
Ketahanan karung, sarung 
Pangan tang an, 

keranjang 
sortasi, 

122 Cahaya Terang Katul Sembakung PPHP Peningkatan 2009 1paket Baskom, 
Ketahanan gunting panen, 
Pangan alat ukur gula 

buah, 
timbangan 

-- - --- ·- --- ---- ------- - ----- -- ---- --- --

Sumber : Data Penelitian, diolah 
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